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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap 

Sengketa Tanah Hak Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Nomor 

180/Pdt.G/2013/Pn/Plg)  di dalam kasus ini Tergugat I II dan III 

mengalami kekalahan dan perbuatan yang dilakukan para 

pengguggat terbukti salah. Skripsi ini dibuat untuk menjawab 

permasalahan yaitu (1) Bagaimana Analisis Putusan Hakim 

Terhadap Sengketa Tanah Hak Milik Perspektif Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Nomor 

180/Pdt.G/2013/Pn/Plg)? (2) Bagaimana persamaan dan 

perbedaan Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Hak 

Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan 

Hukum Islam (Studi Putusan Pn Nomor 180/ Pdt.G/ 2013/ 

Pn/Plg)?Dari Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam 

UUPA No. 5 Tahun 1960 telah melarang pengambilan tanah hak 

milik orang lain, dan hal tersebut dapat dihukum secara 

perdata,berupa pengembalian hak kepemilikan tanah kepada 

pemenang perkara,dan bagi pelaku perampasan  tanah dapat juga 

diancam dengan hukuman pidana berupa hukuman penjara,dapat 

dijerat dengan perkara pemalsuan surat tanah,perkara 

penggelapan. Serta di dalam hukum Islam dilarang melakukan 

perbuatan pengambilan hak milik orang lain,dalam Islam 

pengambilan hak milik orang lain disebut ghasab,dan di dalam 

hukum Islam bagi pelaku Ghasab bisa dikenakan sanksi berupa 

ganti rugi harta yang telah di ambil tersebut dan dapat juga 

disanksi berupa pengembalian harta yang diambil oleh pelaku 

ghasab tersebut. 

Kata Kunci : Sengketa Tanah,Sanksi,Ghasab 
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MOTTO 

“Jika kita tidak menjaga keadilan maka keadilan tidak menjaga 

kita.’’ Francis Bacon 

“Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil.’’  

Mahatma Gandhi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 

 

1. Konsonan: 

 

Huruf Nama Penulisan 

Huruf kapital Huruf kecil 

 Alif Tidak dilambangkan ا

 Ba B b ب 

 Ta T t ت 

 Tsa Ts ts ث 

 Jim J j ج

 Ha Ḥ ḥ ح

 Kha Kh kh خ

 Dal D d د

 Dzal Dz dz ذ

 Ra R r ر

 Zai Z z ز

 Sin S S س 

 Syin Sy sy ش 

 Shad Sh sh ص

 Dhad Dl dl ض

 Tha Th th ط 

 Zha Zh zh ظ 

 „ „ Ain„ ع

 Ghain Gh gh غ
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 Fa F f ف 

 Qaf Q q ق 

 Kaf K k ك

 Lam L l ل 

 Mim M m م

 Nun N n ن

 Waw W w و

 Ha H h ه

 ֬ ֬ Hamzah ء

 Ya Y y ي

2. Vokal 

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa 

Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap 

(diftong). 

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.  

Contoh: 

 

Tanda Nama Latin Contoh 

 مَنْ  Fatḥah A ا⁄

 مِنْ  Kasrah I اْ¸

 رُفعَِْ Dhammah U أ

 

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat 

dan huruf. Contoh: 

 

Tanda Nama Latin Contoh 

 كَي فَْ Fatḥah dan ya Ai نيِ

لَْ Fatḥah dan waw Au توَْ   حَو 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan 

simbol (tanda). Contoh: 

 

Tanda Nama Latin Contoh Ditulis 

 ما

 مي
Fatḥah dan alif Ā/ā  Māta/ 

 atau Fatḥah dan 

alif yang 
 مَاتَْ 

 رَمَى
Ramā 

 Menggunakan    

 huruf ya    

 Qīla قِي لَْ Kasrah dan ya Ī/ī ي

تُْ Dhammah dan waw Ū/ū مُوْ   Yamūtu يمَُو 

 

4.   Ta Marbuthah 

      Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatḥah, kasrah 

dan dhammah maka translitarasinya adalah huruf ṯ; 

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya 

adalah huruf h; 

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al 

serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah 

itu ditransliterasikan dengan h. 

5.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan 

penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalny\a 

Rabbanā = ْرَبَّنا   Nazzala = َْنَزَل 

Al-birr =  ْالبر    Al-ḥajj =  ْالحج 
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6.  Kata Sandang al 

a. Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh: 

بُْ As-Sayyidu            السي دُْ  At-Tawwābu =التَّوَّ

جُلُْ سُْ Ar-Rajulu = الرَّ  As-Syams =الشَم 

ْ     

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan 

sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh: 

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti 

huruf as-Syamsiyah maupun al- Qamariyah. 

7.  Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir 

kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak 

dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. 

8.  Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis 

terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat 

atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi 

kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. 

Contoh: 

Arab Semestinya Cara Transliterasi 

الكَي لِْ فوُ   Wa aufū al-kaila Wa auful-kaila وَأوَ 

ِْعَلَىْْ  Wa lillāhi ‘alā al-nās Wa lillāhi ‘alannās الن اسِْوَلِِل 

رَسَةُْ رُسُْفيْالمَد  -Yadrusu fī al-madrasah Yadrusu fil يَد 

madrasah 
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9.  Penulisan kata Allah 

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata 

tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf 

kapital. Contoh: 

Wallāhu  = ُْوَالل 

Minallāhi    =ِْمِنَْالل 

Fillāhi  =ِْفيِْالل 

Lillāhi  = ِْلِلل ه 

 

Kedudukan Arab Transliterasi 

Awal kalimat َْْْعَرَف مَن 

 نَفسهْ

Man ‘arafa nafsahu 

Nama diri ٌْْومَاْمحمد

 الأْرَسُولٌْ

Wa mā Muhammadun illā 

Rasūl 

Nama tempat َْْمِنَْالمَدِينة

رةُْ  المُنَوَّ

Minal-Madīnaṯil- 

Munawwarah 

Nama bulan ِْْالىْشَهر

 رَمَضَانَْ

Ilā syahri Ramaḍāna 

Nama diri didahului al َْْذهَب

 الشَافعِيْ

Zahaba as-Syāfi’ī 

Nama tempat didahului 

Al 

رَجَعَْمِنَْْ

 المكةْ

Raja’a min al- 

Makkah 
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KATA PENGANTAR 

حِي مِْ مٰنِْالرَّ ح  ِْالرَّ مِْاللّٰه  بِس 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada 

junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat 

dan pengikutnya sampai akhir zaman. 

Adapun penulisan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi 

salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada fakultas syariah 

UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan 
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TAHUN 1960 DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PN 
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dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bumi adalah anugerah dari Tuhan yang sangat besar 

untuk ummat manusia di dunia ini. Tanah adalah 

kebutuhan pokok setiap insan dari lahir sampai mati. Di 

bumi ini setiap mahkluk hidup sudah pasti membutuhkan 

tanah untuk tempat mendirikan rumah. Tanah juga bisa 

digunakan untuk membuat batu bata, genteng dan lain-

lain. Tanah adalah asset yang sangat bernilai bagi negara 

beserta juga masyarakat di dalamnya.1 

Dikehidupan sehari-hari manusia adalah makhluk 

sosial yang dimana hampir setiap hari berbuat perbuatan 

hukum seperti antara pembeli dan penjual, sewa-menyewa 

suatu tempat, tukar-menukar barang dan masih banyak 

lagi. Keterikatan manusia dengan manusia lain dalam 

kehidupan sosial menciptakan perbuatan hukum dan tidak 

selamanya perbuatan hukum itu berjalan dengan baik dan 

lancar serta tidak sedikit terjadinya konflik dan sengketa 

yang berimbas ke meja hijau. 2 

Manusia meminta hak-hak yang muncul akibat 

adanya hubungan hukum dan diperlukan aturan yang 

mengatur tuntutan hukum untuk menegakkan keadilan 

yang dimana apabila seseorang yang merasa bahwasanya 

haknya telah diambil oleh orang lain seperti halnya 

sengketa tanah yang dimana seseorang merasa tanahnya 

telah diambil oleh orang lain secara paksa dan orang yang 

 
1 Fingli a .wowor, fungsi badan pertanahan nasional terhadap 

penyelesaian sengketa tanah,( Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014),1 
2 Fingli a .wowor, fungsi badan pertanahan nasional terhadap 

penyelesaian sengketa tanah,( Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014),2 
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merasa haknya telah diambil oleh orang lain, sehingga 

orang yang merasa haknya telah diusik membawa perkara 

ini ke meja hijau untuk dimintakan keadilan. 

Dalam hal seperti ini hukum yang mengaturnya ialah 

hukum acara perdata yang dimana hukum acara perdata ini 

tidak hanya mengatur tentang bagaimana sebuah sengketa 

bisa terselesaikan melalui jalan yang disebut (litigasi) yaitu 

jalan pengadilan, diluar pengadilan disebut juga 

(nonlitigasi). Serta hukum acara perdata ini juga tidak 

hanya menyelesaikan sengketa perdata, tetapi juga hukum 

acara perdata juga memberikan jalan bagaimana cara 

untuk memperoleh hak dan kepastian hukum tanpa 

bersengketa atau mencegah sebuah sengketa agar tidak 

terjadi.3 

Hukum acara perdata sendiri mengatur siapa yang 

berhak untuk menegakkan hukum materiel. Hukum acara 

perdata sendiri ialah sebuah aturan yang dimana sebuah 

perkara bisa diselesaikan di pengadialan, terhitung sejak 

pertama kali gugatan diajukan diperiksanya sebuah 

gugatan, hingga ketahap putusan pengadilan.4 

Sumber-sumber hukum Acara Perdata sebagai berikut : 

1. Undang-undang 

2. Perjanjian (antarnegara) 

3. Kebiasaan 

4. Doktrin 

5. Yurisprudensi 

Hukum sendiri sudah ada sejak lama dimana ada 

manusia pasti disana ada hukum yang berlaku. Manusia 

 
 

4 H.zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia, 

(Rawamangun, kencana, Jakarta, 2015),1,2 
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sendiri tidak dapat hidup secara individu. Manusia 

membutuhkan manusia lainnya dan interaksi manusia itu 

sendiri dapat terjadi dikarenakan adanya hukum yang 

mengatur.5 

Dalam ranah pengadilan tata usaha negara, 

pengadilan tata usaha negara dapat menyelesaikan 

masalah persengketaan tanah dan terdapat dua kegunaan 

penting didirikannya pengadilan tata usaha negara, yaitu : 

1. Kegunaan didirikannya pengadilan tata usaha negara 

yaitu untuk melindungi hak seseorang yang diambil 

haknya oleh orang lain, baik hak seseorang yang ingin 

diambil oleh penguasa yang otoriter maupun orang 

melawan perorangan. 

2. Kegunaan selanjutnya ialah menegakkan keadilan 

seadil-adilnya dan menjalankan tugas sesuai undang-

undang yang ada.6  

Jika dilihat dari sumber hukum tersebut, hukum acara 

perdata dikenal sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan 

sengketa yang ada.7 Pertanahan merupakan hal yang 

banyak diperbincangkan dalam ranah hukum. Tanah 

adalah kebutuhan dasar manusia dalam berbagai hal 

seperti halnya rumah, mendirikan perusahaan pertanian 

dan lain sebagainya. Kegunaan tanah sendiri bagi 

keberlanjutan hidup manusia seperti manusia yang akan 

mendirikan bangunan. 

 
5 Dominikus Rato ,Dasar-dasar ilmu hukum memahami sejak 

dini ,(Rawamangun ,Kencana ,Jakarta ,2021),1 
6 Yuslim,Hukum acara peradilan tata usaha negara, (Jakarta, 

2015),19 
7H.zainal Asikin,Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta, 

2015),3 
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 Manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial, 

kultural, politik dan juga ekologis. Guna menerapkan 

pembangunan nasional cara negara menciptakan 

masyarakat yang berkeadilan makmur dan sentosa sesuai 

dengan yang tercantum pada Pancasila dan undang-

undang dasar 1945. Tanah dapat digunakan sebagai modal 

utama sebagai penaung berjalannya pembangunan di suatu 

negara. 

 Tanah juga juga dapat menjadi modal utama untuk 

menciptakan komoditas-komoditas yang bernilai jual 

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk 

kalangan masyarakat, sehingga meningkatakan 

pendapatan negara. Tanah sendiri bagi pembangunan 

nasional sudah memiliki ketetapan tersendiri di MPRRI 

dalam tap MPR/NO/II/1993 tentang dasar tujuan Negara 

Indonesia, jadi tanah ini adalah harta yang sangat berharga 

bagi negara dan masyarakat itu sendiri. 

Tanah itu sendiri memiliki fungsi sosial, yaitu fungsi 

sosial hak atas tanah. Hal tersebut didasari oleh teori yang 

dikembangkan pertama kali oleh Leon Duguit pada tahun 

1922, ia mengemukakan pendapatnya bahwa properti 

atau yang biasa kita kenal dengan kepemilikan hak atas 

tanah bukan hanya sekedar kepemilikan hak saja akan 

tetapi lebih dari itu, tanah merupakan fungsi sosial.8   

Untuk melihat benar tidaknya suatu hukum yang 

ada, dapat dilihat dari dua jenis hukum yaitu : 

1. Konsensus horizontal dan apabila ilmuan sudah 

mengkaji suatu hukum, kajian itu dapat dikatakan 

benar apabila sudah di lihat dan ditelaah sesama 

 
8 Rahayu Subekti, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada 

Negara Hukum ,Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, Dan Penerapannya 

Di Indonesia”, J(urnal Yustisia. Vol. 5,Nomor 2 Mei-Agustus 2016),305 
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pakar hukum lalu dikatakan benar atau tidaknya 

tergantung sesama pakar hukum itu menilainya 

bagaimana. 

2. Konsensus vertical yang dimana pengkajian suatu 

hukum ini cukup berat dan baru dapat diputuskan 

setelah melalui empat tahapan, yang pertama melalui 

pengadilan pertama, pengadilan banding, pengadilan 

kasasi dan yang terakhir ialah peninjauan kembali 

dan apabila keempat tahapan ini sudah dilalui 

putusan pengadilan baru dapat dikatan memiliki rasa 

keadilan.9 

Hukum tata negara sendiri ialah ilmu yang 

mempelajari tentang strukur kenegaraan, seperti halnya 

antar lembaga negara dan antara masyarakat dengan 

masyarakat yang lainnya.10 

Manusia adalah subjek hukum sebelum dilahirkan 

pun sudah menjadi subjek hukum, tidak berlakunya lagi 

manusia sebagai subjek hukum apabila manusia tersebut 

telah wafat. Pada saat manusia wafat hak manusia telah 

terhapuskan.11 

Terbentuknya kaedah-kaedah hukum bukan karena 

dari keinginan penguasa itu sendiri, melainkan 

dibentuknya suatu hukum itu sendiri karena masyarakat 

menginginkan adanya sistem hukum yang berlaku di 

masyarakat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat 

yang harmonis.12 

 
9 I Made pasek diantha,Metodologi penelitian hukum normatif 

dalam justifikasi teori hukum,(2016),5 

      10 Neni Sri Imaniyanti,Pengantar hukum Indonesia:sejarah dan 

pokok-pokok hukum Indonesia,(Jakarta,201),169 

      11 Achmad Ali,Menguak tabir hukum,(Jakarta,2015),247 

 12 Hotma Pardomuan Sibuea,Ilmu Politik Hukum, (Jakarta, 

2016),48 
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Guna mendapatkan hak kepemilikan tanah, kita 

harus memiliki sertifikat tanah. Untuk memiliki sertifikat 

tanah tersebut, kita perlu membuatnya berdasarkan 

prosedur yang telah ada. 

Berdasarkan pasal 13 PP nomor 24 tahun 1997 

bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi dua 

cara yaitu : 

1. Secara sistematik, yaitu pendaftaran tanah dilakukan 

secara sistematik dilakukan diwilayah yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

2. Secara sporadik, yaitu pendaftaran terhadap tanah 

yang dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak 

yang berkepentingan. 13 

Data-data yang harus dimiliki seseorang agar tanah 

orang tersebut memiliki kekuatan hukum termasuk juga 

kepemilikan tanah, orang-orang harus memiliki alat bukti 

yuridis berupa : 

a. Sertifikat, adalah surat tanah yang harus dimiliki si 

pemilik tanah dan didalamnya itu terdapat data fisik 

dan juga data yuridis yang diakui kebenarannya dan 

ke autentikannya.  

b. Akta tanah berupa surat tanda bukti yang berisi data 

kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan sesuai 

peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan 

langsung oleh pejabat yang berwenang, yaitu PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau camat sebagai 

PPAT sementara. 

c. Girik merupakan surat pertanahan yang 

menunjukkan penggunaan lahan untuk keperluan 

pajak. Data girik terdaftar pada kantor 

 
13 Zaeni Asyhadie,Hukum Keperdataan dalam perspektif hukum 

nasional  (depok,2018),167 
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Kelurahan/Desa dan kantor pajak, pembuktian hak 

atas tanah setiap kepemilikan kebendaan harus 

dilengkapi tanda bukti kepemilikan yang konkret, 

termasuklah juga kepemilikan atas tanah harus 

dilengkapi alat bukti yuridis.  

d. Letter C (buku huruf C) adalah bukti kepemilikan 

tanah yang telah dicatat pada data tanah yang berada 

di kantor Desa/Kelurahan. Letter C sendiri memuat 

data tanah akan tetapi tidak lengkap dan terdapat 

pula sejarah peralihan hak terhadap tanah tersebut. 

25 Letter C sendiri berupa bukti pajak atas tanah 

pada zaman Belanda, tetapi pada masa ini masih ada 

yang menjadikannya sebagai alat bukti kepemilikan 

tanah. 

e. Kuitansi (tanda terima) yaitu surat yang dibuat dan 

disepakati bersama oleh para pihak yang 

bersangkutan disertai tanda tangani dan dibubuhi 

materai.14 

Asas pendaftaran tanah (PASAL 19 ayat 2 UUPA) 

menjelaskan mengenai pendaftaran tanah yang meliputi 

tiga hal :  

1. Mengenai pengukuran serta penulisa tanah. 

2. Pendaftaran serta pengalihan hak atas tanah 

seseorang. 

3. Penyerahan bukti hak kepemilikan tanah berupa 

sertifikat tanah.  

Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 disebutkan bahwasanya pendaftaran terhadap tanah 

 
14 Mudakir Iskandar,Panduan Mengurus Sertifikat Dan 

Penyelesaian Sengketa Tanah, (Jakarta, Bhuana Ilmu Poluler Kelompok 
Gramedia 2019),51 
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dilakukan oleh BPN. Dan dalam Pasal 6 ayat 1 dijelaskan 

bahwasanya pendataan pendaftaran tanah dilakukan oleh 

BPN. BPN dipimpin oleh Kepala BPN mempunyai tugas 

dalam hal pertanahan yaitu dalam lingkup regional, 

sektoral, serta nasional. Pada saat menjalankan tugas 

Badan Pertanahan Nasional memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan pemerintah dalam hal 

pertanahan. 

2. Merumuskan teknis dalam hal pertanahan. 

3. Mengatur, melayani dalam hal administrasi dalam hal 

pertanahan.  

4. Melaksanakan pengukuran dan juga pembuatan peta 

dalam bidang pertanahan. 

5. Mengatur hak-hak seseorang dalam pertanahan. 

6. Melaksanakan penataan terhadap tata guna 

pertanahan reformasian Agraria dan penataan 

terhadap wilayah khusus yang ada di Indonesia.15 

Boedi Harsono mengatakan bahwa pendaftaran atas 

tanah di masyarakat saat ini ialah tugas negara yang 

dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan 

masyarakyat luas, guna memberikan jaminan hukum di 

bidang pertanahan yang di Indonesia. Separuh kegiatan 

yang ada ialah pengumpulan data fisik tanah yang haknya 

didaftarkan, hal tersebut bisa dilimpahkan ke swasta. Akan 

tetapi agar mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, 

diperlukan pengesahan oleh Pejabat pendaftaran atas tanah 

 
15 Sri Hajati,dkk, politik hukum pertanahan Indonesia,( Jakarta, 

2021),318 
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yang akan didaftrakan tersebut, yang dipakai data bukti 

yang kongkrit.16 

Kepastian hukum terhadap sertifikat hak milik atas 

tanah yang tumpang tindih. Permasalah pertanahan ini 

sendiri harus mendapatkan perhatian yang sangat serius 

dari bermacam-macam pihak, dikarenakan pembangunan 

pada masa sekarang ini semakin luas dan hal itulah yang  

mengharuskan adanya jaminan kepastian hak-hak atas 

tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. 

Guna mengelakan hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti perselisihan antar  individu dengan individu lain, 

yang sama-sama butuh akan tanah yang mereka miliki saat 

ini, maka dibuatkan peraturan prihal pertanahan itu sendiri 

guna mengatur segala hal yang berhubungan dengan 

penggunaan tanah yang ada di Indonesia, yaitu 

menggunakan peraturan Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran 

Negara 1960 Nomor 104) telah menetukan bahwa tanah-

tanah di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai 

marauke harus diinventarisasikan demi keamanan dan 

kenyamanan bersama.  

Ketetapan mengenai kepastian hukum hak atas tanah 

yang diatur dalam PP No.10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran atas Tanah. Selanjutnya mengenai dinamika 

didalam perkembangannya, PP tersebut disempurnakan 

dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran atas 

Tanah. Didalam PP yang baru telah dilakukan banyak 

penyederhanaan syarat serta prosedur untuk pendaftaran 

atas tanah. Hasil akhir dari semua proses tersebut ialah 

mendapatkan berupa sertifikat hak atas tanah. 

 
16 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta 

Djambatan, 2012),70 
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Sertifikat atas tanah itu sendiri memiliki banyak sekali 

kegunaan bagi pemiliknya, kegunaannya sendiri tidak bisa 

digantikan dengan benda yang lain. Kegunaan-kegunaan 

dari sertifikat tanah itu ialah : 

1. Sertifikalt halk milik altals ta lnalh itu sendiri berfungsi 

sebalgali da ltal pembukti yalng kua lt. Hall ini merupalkaln 

fungsi utalmal sertifikalt talna lh yalng telalh disebutkaln 

da llalm Palsall 19 alya lt (2) huruf c UUPAl. Ora lng altalupun 

ba ldaln hukum jaluh lebih mudalh untuk membuktikaln 

ba lhwalsa lnyal iallalh pemilih resmi daln salh dalri talnalh 

tersebut kalrenal telalh tercalntum lengkalp didallalm 

sertifikalt tersebut balhwa l oralng tersebutlalh 

pemiliknyal.  

2. Menurut pemerintalh itu sendiri, dengaln alda lnya l 

sertifikalt halk milik altals    ta lnalh, itu merupalka ln sualtu 

ha ll yalng salngalt menguntungkaln wa llalupun 

kegunalalnnya l itu kebalnyalka ln tidalk la lngsung teralsal. 

dengaln a ldalnya l sertifikalt ha lk milik altals ta lnalh ha ll 

tersebut memperjelals balhwa lsalnyal talna lh milik oralng 

tersebut telalh terdalftalr di kalntor algralrial. Da ltal 

mengenali talnalh oralng tersebut telalh tersimpaln a lmaln 

da ln ralpi dikalntor Pertalna lha ln, daln jikal a lpalbilal oralng 

tersebut tibal-tibal memerlukaln dalta l-da ltal tentalng 

talna lhnyal dengaln salngalt muda lh untuk ditemukaln.17 

Alrti pengualsala ln alta lu mengualsali dalpa lt dialrtikaln 

secalral yuridis iallalh halk ya lng dilindungi balda ln hukum, 

ba ldaln hukum memberikaln kewenalngaln kepa ldal seseora lng 

 
17Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah,( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012),15 
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ya lng memiliki halk untuk menempalti talnalh tersebut ya lng 

telalh terbukti balhwa lsalnya l talna lh itu salh milik seseora lng 

secalral hukum.18   

Malsa llalh sengketal talna lh tidalk da lpalt dipungkiri 

keterikaltalnnya l dengaln negalral kesaltualn Republik 

Indonesial, ya lng bertujualn untuk mensejalhteralkaln ora lng 

ba lnyalk seperti yalng sudalh terteral di UUD 1945.19 Da llalm 

malsalla lh sengketal talna lh beberalpal permalsallalha ln sengketal 

talna lh dalpa lt diselesalikaln secalral negosialsi lalngsung oleh 

kedual belalh pihalk tidalk perlu pihalk ketigal seba lgali 

penengalh. Tetalpi aldal jugal permalsa llalhaln yalng memerluka ln 

pihalk ketigal ya lng profesionall dalla lm permalsa llalha ln 

persengketalaln talna lh ini sehinggal malsalla lh talna lh ini bisal 

diselesalikaln dengaln cepalt.20 

Kejelalsa ln hukum terhalda lp halk seseoralng altals 

talna lhnyal itu almaltlalh salnga lt penting, kalrenal sesuali denga ln 

a lmalnalt Undalng-undalng pokok algralrialn yalng memualt dua l 

isi, pertalmal kejelalsa ln obyek halk terhalda lp talnalhnya l 

seseoralng daln kejelalsaln subyek terhalda lp halk seseora lng 

a ltals talna lhnyal sendiri. Kejela lsaln  dimalna l lokalsi talna lh ya lng 

ha lrus memiliki titik koordinaltnyal di sebualh petal, 

pencaltumaln halk altals talna lh seseoralng, sertal nalmal pemilik 

resmi talnalh itu halrus tercalntum di dallalm caltaltaln 

pertalna lhaln di lembalgal perta lnalha ln pemerintalh, ya lng ma lna l 

 
 18Zaeni Asyhadie ,Hukum Keperdataan dalam perspektif hukum 

nasional, (Depok, 2018),72 
19Sri Hajati, dan kawan-kawan, politik hukum pertanahan 

Indonesia, ( Jakarta, 2021),354 
20 Sri Hajati, dan kawan-kawan, politik hukum pertanahan 

Indonesia,( Jakarta, 2021),358 
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sallinaln dalri caltaltaln itu sendiri disebut dengaln sertifikalt 

talna lh.21 

Ba lhwa l berdalsa lrkaln Palsall 1365 KUHP perdaltal ya lng 

berbunyi “Setialp perbualta ln yalng melalnggalr hukum, ya lng 

menyebalbkaln kerugialn terha ldalp oralng lalin, diwaljibka ln 

oralng itu menggalnti rugi alpa l salja l yalng telalh dialmbil ora lng 

tersebut tersebut.” Terdalpa lt sualtu permalsa llalhaln sengketal 

talna lh yalng terjaldi di kotal Pa llembalng. Dimalna l talnalh milik 

tujuh bersaludalral dijuall oleh saludalral ka lndungnyal sendiri 

talnpa l sepengetalhua ln penggugalt ya lng lalinnyal. Mereka l 

tidalk terimal dengaln ha ll tersebut lallu penggugalt I da ln 

penggugalt II menggugalt tergugalt I yalng telalh menjua ll 

talna lh walris tersebut ke Pengaldilaln Negeri, sehinggal 

peneliti tertalrik untuk melalnjutkaln penelitialnnyal ya litu 

ya lng berjudul : 

Alnallisis Putusaln Halkim Terhaldalp Sengketal Talnalh 

Halk Milik Perspektif Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 

1960 Daln Hukum Islal (Studi Putusaln Pn Nomor 

180/Pdt.G/2013/Pn/Plg) 

Di dallalm putusaln pengaldilaln menceritalkaln 

ba lhwalsa lnnyal penggugalt I da ln II melalporkaln tergugalt I, II 

da ln III ke Pengaldilaln Negeri Pallembalng dikalrenalka ln 

tergugalt I menjuallkaln talna lh alhli walris, yalitu pengguga lt I 

da ln II talnpa l sepengetalhua ln a lhli walris kepaldal terguga lt II 

lallu diterbitkalnnyal sertifikalt talnalh oleh tergugalt III. 

 
21Agus salim. Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap 

Pemegang Sertifikat Hak Milik dengsn sdsnys Penerbit Sertifikat Ganda,  

(Semarang, 2019),178 
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B. Rumusaln Malsallalh 

Berdalsalrkaln paldal kaljialn ilmialh, salngalt diperlukaln 

rumusaln malsallalh yalng jelals daln mendetalil gunal 

menghindalri kesimpalngsiuraln paldal salalt pengumpulaln daln 

alnallisis daltal, malkal berdalsalrkaln hall di altals dalpalt 

dirumuskaln malsallalh paldal laltalr belalkalng. 

Sebalga li berikut : 

1. Ba lgalimalnal Alna llisis Putusaln Halkim Terhalda lp 

Sengketal Ta lna lh Ha lk Milik Perspektif Undalng-

Unda lng Nomor 5 Talhun 1960 daln Hukum Islalm 

(Studi Putusaln Pn Nomor 180/Pdt.G/2013/Pn/Plg)? 

2. Ba lgalimalnal persalmala ln da ln perbedala ln Alnallisis 

Putusaln Ha lkim Terhaldalp Sengketal Talna lh Halk Milik 

Perspektif Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 da ln 

Hukum Islalm (Studi Putusa ln Pn Nomor 180/ Pdt.G/ 

2013/Pn/Plg)? 

C. Tujualn daln Kegunalaln Penelitialn 

1. Tujualn Penelitialn 

Berdalsalrkaln pa lda l rumusa ln malsallalh di a ltals 

tujualn penelitialn ini dalpa lt disimpulkaln sebalgali 

berikut : 

a. Untuk mengetalhui Alna llisis Putusaln Halkim 

Terhaldalp Sengketal Talna lh Ha lk Milik Perspektif 

da llalm Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 

da ln Hukum Islalm (Studi Putusaln Pn Nomor 

180/Pdt.G/2013/Pn/Plg) ? 

b. Untuk mengetalhui persalmala ln daln perbedalaln 

Alna llisis Putusaln Ha lkim Terhaldalp Sengketal 

Ta lnalh Ha lk Milik Perspektif Undalng-Undalng 
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Nomor 5 Talhun 1960 daln Hukum Islalm (Studi 

Putusaln Pn Nomor 180/Pdt.G/2013/Pn/Plg) ? 

2. Kegunala ln Penelitialn 

a. Malnfala lt Teoritis 

Secalral teoritis penelitialn ini bertujualn untuk 

menalmbalh wa lwa lsaln pa lral pembalca l balga limalna l 

hukumaln ya lng diterimal pa lral pelalku mengenali 

oralng yalng mengalmbil talna lh dalri kepemilikaln 

oralng lalin berdalsa lrkaln unda lng-undalng nomor 5 

talhun 1960 sertal ca lral a lgalr terhindalr da lri 

dialmbilnyal ta lnalh halk milik kital oleh oralng lalin.  

Penulisaln ilmialh ini dihalralpkaln dalpalt 

memberikaln kontribusi dallalm bentuk pemikiraln 

hukum daln menemukaln pemikiraln hukum balru 

sertal berbalgi pemikiraln hukum balru sertal 

berbalgi pemikiraln dengaln salrjalna l daln pembalcal 

pa ldal umumnyal, sertal pa lral a lkaldemisi dalpa lt 

meneralpkaln ilmunyal untuk memecalhka ln 

malsalla lh yalng alda l. 

b. Malnfala lt Pralktis 

Secalral pralktis, penelitia ln seperti ini 

bertujualn a lgalr palra l pembalcal da lpalt mengalmbil 

kemalnfalaltaln dalri penelitialn ini daln dalpalt 

menalngalni permalsallalha ln terhaldalp oralng yalng 

mengalmbil talnalh da lri kepemilikaln oralng lalin 

lalin berdalsalrkaln undalng-unda lng  nomor 5 talhun 

1960 daln Hukum Islalm? 

D.  Penelitialn Sebelumnyal 

Da llalm literaltur ilmialh, pembelaljalraln diperlukaln 

untuk menghindalri melalkukaln penelitialn yalng sa lmal 
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dengaln penelitialn ya lng seda lng dipelaljalri. Oleh kalrenal 

itu,penulis meninjalu dengaln cermalt penelitialn-penelitialn 

sebelumnyal yalng berkalita ln dengaln malsallalh penulis. 

Dengaln demikialn terdalpalt substalnsi yalng berbedal denga ln 

malsalla lh yalng di alngka lt oleh penulis, dialntalra lnnyal : 

1. Tindalk Pidalnal Malfial Talnalh Dallalm Palndalngaln 

Hukum Pidalnal Islalm daln Positif. Yalng Disusun Oleh 

Nalmal : Falthial Rizky. 2020. 

a. Ba lgalimalnal Kepalstialn Hukum Terhaldalp 

Sertifikalt Halk Milik Alta ls Ta lnalh yalng Tumpalng 

Tindih ? 

b. Alpa l Ha lmbaltaln dalla lm Upalya l Kepalstialn Hukum 

terhalda lp Sertifikalt Ha lk Milik altals Ta lnalh ya lng 

tumpalng tindih ? 

Alda l balnya lk falktor terjaldinya l kalsus sertifikalt galndal, 

na lmun yalng sering menyeba lbkaln ka lsus sertifikalt ga lndal 

a ldallalh da lri malsyalra lkalt a ltalu pemilik talnalh itu sendiri yalng 

tidalk memperhaltikaln talnalh yalng dimilikinyal. Alda lnyal 

itikald tidalk balik dalri malsya lralkalt altalu pemilik talna lh itu 

sendiri dalri Pemerintalh setempalt altalu Keluralha ln, balhwa l 

terjaldinyal kalsus sertifikalt ga lndal dalpa lt disebalbkaln oleh 

falktor teknis dallalm alrtialn sistem pemetalaln. 

Dikalrenalkaln malsih kuralng keluralha ln yalng memiliki 

petal alta lu salralnal petal, persoa llaln dokumentalsi daltal talnalh di 

keluralha ln. Selalnjutnyal ya litu dalri Kementrialn Algralrial da ln 

Taltal Rua lng (AlTR)/Baldaln Pertalnalha ln Nalsionall (BPN) 

dikalrenalkaln tidalk a ldalnya l da ltal-daltal mengenali halk dia ltals 

talna lh yalng sudalh lalmal berupal wa lrkalh talna lh. Selalin itu 

terdalpa lt oknum-oknum di Ka lntor Kementrialn Algra lrial da ln 

Taltal Rua lng (AlTR)/Baldaln Pertalnalha ln Nalsionall (BPN) 
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ya lng dengaln mudalh menerbitkaln sertifikalt ta lnalh 

dikalrenalkaln beralgalm malcalm falktor yalng sehalrusnyal 

untuk menerbitkaln sertifika lt talnalh di Kalntor Kementrialn 

Algralrial da ln Ta ltal Rua lng (AlTR)/Baldaln Pertalnalha ln 

Na lsionall (BPN) halrus terlebih dalhulu melihalt palda l buku 

induk talnalh sebalga li alcualn telalh diterbitkalnnya l sertifika lt 

talna lh altalu belum. 

Alda lpun perbedala lnyal denga ln skripsi yalng alkaln diuji 

peneliti iallalh terdalpalt palda l sumber. subjek daln jenis 

penelitialnnyal. Yalng malna l subjek penelitialn ya lng 

dilalkuka ln oleh Falthial Rizky ialla lh tindalk pidalnal ma lfial 

talna lh dallalm palnda lngaln hukum pidalna l Islalm daln jenis 

peneilitialnnyal a ldalla lh libralry resealrch kuallitaltif. 

2. Tinjalualn Yuridis Tindalk Pidalnal Pemallsualn Suralt 

Sertifikalt Talnalh Yalng Dalpalt Mengalkibaltkaln 

Kerugialn Paldal Oralng Lalin ( Studi Kalsus Putusaln 

Nomor 741/Pid.B/2014/Pn Malkalssalr ) Yalng Disusun 

Oleh Jusmialrni, 2016. 

a. Ba lgalimalnalka lh alturaln hukum daln salnksi 

terhalda lp tindalk pidalna l pema llsualn suralt?  

b. Ba lgalimalnalka lh Pertimbalnga ln Hukum halkim 

da llalm menjaltuhkaln putusa ln terhalda lp pelalku 

pemallsualn suralt yalng da lpalt mengalkibaltkaln 

kerugialn (Studi Kalsus Putusaln NO.741/ Pid.B/ 

2014 PN Malkalssalr )? 

     Gunal memperjelals isi dalri skripsi dialtals penulis 

menyimpulkaln balhwa l : 

a. Alturaln daln salnksi hukum terhalda lp tindalk pidalna l 

pemallsualn suralt sudalh dialtur dallalm KUHP da ln 
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diuralikaln. Da llalm KUHP Ba lb XII tentalng 

pemallsualn suralt dialtur pa ldal pa lsall 263 -279 

KUHP. Seba lgalimalnal penulis telalh menjelalskaln 

pa ldal Ba lb IV.22 

b. Pa ldal prinsipnyal a lpa lbilal sya lralt daln 

pembuktialnnyal terpenuhi, malka l pelalku pemallsu 

suralt dalpalt dihukum. Tetalpi dallalm kalsus ini alda l 

dual unsur yalng tidalk terpenuhi dalri yalng 

didalkwa lkaln oleh penuntut umum yalng ha lnyal 

memenuhi unsur iallalh Unsur Balralng sialpa l, 

sedalngkaln Unsur Dengaln sengaljal memalkali suralt 

pa llsu altalu suralt yalng dipa llsukaln seolalh-olalh 

suralt itu alsli daln tidalk dipa llsukaln da ln Unsur 

Ka llalu pemallsualn mendaltalngkaln kerugialn, tidalk 

terbukti altalu dengaln ka ltal la lin tidalk memenuhi 

unsur itu sendiri. 

c. Pertimbalngaln ha lkim dallalm menjaltuhkaln salnksi 

pidalnal terhaldalp pelalku dallalm perkalral putusaln 

nomor 741/Pid.B/2014/PN Malka lssalr telalh 

sesuali. Berdalsalrkaln penjalba lraln keteralnga ln palral 

salksi, keteralngaln terdalkwa l, keteralngaln a lhli daln 

ba lralng bukti sertal alda lnyal pertimbalngaln 

pertimbalngaln yuridis, sertal memperhaltikaln 

undalng-unda lng yalng berka litaln ya lng diperkualt 

dengaln keyalkinaln halkim. 

Sedalngkaln penelitialn yalng dilalkukaln oleh Jusmialrni 

subjeknyal iallalh tinjalua ln yuridis tindalk pidalna l pemallsua ln 

 
22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XII 

tentang pemalsuan surat. 
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suralt sertifikalt talna lh yalng da lpalt mengalkibaltkaln kerugialn 

oralng lalin (Studi Putusaln Nomor 741/Pid. B/2014/PN 

Malka lssalr ) daln jenis penelitialn ya lng digunalka ln iallalh 

kuallitaltif. 

2. Kepalstialn Hukum Terhaldalp Sertifikalt Ha lk Milik Altals 

Talnalh Yalng Tumpalng Tindih, Yalng Disusun Oleh: 

Slalmet Riyaldi, 2020. 

a. Ba lgalimalnal Kepalstialn Hukum Terhaldalp 

Sertifikalt Halk Milik Alta ls Ta lnalh yalng Tumpalng 

Tindih ?  

b. Alpa l Halmbaltaln dallalm Upalya l Kepalstialn Hukum 

terhalda lp Sertifikalt Ha lk Milik altals Ta lnalh ya lng 

tumpalng tindih ? 

Inti pembalha lsaln dalri Kepa lstialn Hukum Terhalda lp 

Sertifikalt Halk Milik Alta ls Talna lh yalng Tumpalng Tindih 

Penerbitaln sualtu sertifikalt merupalkaln sualtu proses ya lng 

memerlukaln peraln sertal da lri beberalpa l instalnsi lalin yalng 

terkalit dallalm menerbitkaln suraltsuralt keteralnga ln ya lng 

diperlukaln sebalga li allals halk. Misallnyal suralt keteralnga ln 

tersebut tidalk luput pulal da lri pemallsualn, kalda lluwalralsal, 

ba lhwal a lda l kallalnya l tidalk benalr a ltalu fiktif. Kalrenal kura lng 

telitinyal petugals pengukuraln da ln sering dialba likalnnyal 

ketentualn yalng menghalruskaln pemilik talnalh yalng 

berbaltalsaln lalngsung denga ln talna lh yalng diukur ikut 

menyalksikaln pengukuraln da ln/altalu ha lsil pengukuraln ya lng 

disalksikaln oleh pemilik talna lh yalng berbaltalsaln lalngsung 

dengaln talna lh ya lng diukur berbedal dengaln petal ya lng 

diterbitkaln oleh petugals pengukuraln, merupalka ln 

kesallalha ln yalng disengaljal oleh petugals pengukuraln, hall ini 
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ya lng menjaldi penyebalb utalmal timbulnyal sengketal 

kepemilikaln a ltals talnalh. 

Sertal ya lng teralkhir iallalh skripsi yalng dilalkukaln oleh 

slalmet Riyaldi subjeknyal iallalh kejelalsaln hukum pa ldal 

sertifikalt kepemilikaln a ltals ta lnalh ya lng tumpalng tindih da ln 

bialsalnya l penelitialn seperti ini iallalh penelitialn Norma ltif. 

Sedalngkaln penelitialn yalng a lkaln salya l kalji disni subjeknyal 

iallalh " Alnallisis Putusaln Ha lkim Terhaldalp Sengketal Ta lna lh 

Ha lk Milik Perspektif Unda lng-Undalng Nomor 5 Talhun 

1960 daln Hukum Islalm (Studi Putusaln Pn Nomor 

180/Pdt.G/2013/Pn/Plg),daln jenis penelitialnyal bersifalt 

kompalraltif (perbalndingaln) ya litu Alna llisal putusaln halkim 

menurut hukum positif daln Hukum Islalm. 
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E. Metodologi Penelitialn 

1. Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn ini menggunalka ln jenis penelitialn 

(libralry resealrch) yalitu menggunalkaln pendekaltaln Yuridis 

Normaltif. Penelitialn ya lng bersumber palda l peralturaln 

perundalng-unda lngaln, a lsals-a lsals, konsep hukum sertal teori-

teori yalng berhubungaln dengaln penelitialn ini.  

2. Sumber Daltal  

Jenis penelitialn yalng digunalka ln palda l riset 

permalsallalhaln ini alda llalh penelitialn kepustalkala ln (libralry 

resealrch) dengaln mengkalji daln menelala lh balha ln pustalka l 

sebalgali daltal utalmal, ya lng menggunalkaln berbalgali dokumen 

tertulis bisal da lri internet, buku, suralt kalbalr daln dokumen 

tertulis lalinnyal ya lng berka litaln dengaln pembalhalsa ln yalng 

alkaln penulis kalji.23 

Alda lpun sumber daltal yalng dipergunalkaln di penelitialn 

ini iallalh daltal Primer, Sekunder daln jugal Tersier ya lng 

meliputi : 

a. Ba lhaln hukum primer yalng digunalka ln dallalm menyusun 

skripsi ini iallalh sebalga li berikut :  

1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 

2. KUH Perdaltal. 

3. All-Qur’aln daln Ha ldist. 

 

 
23 Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 

(Jakarta:Rajawali press,2010),12 
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b. Ba lhaln hukum Sekunder 

1. Sri Haljalti, dkk, politik hukum pertalnalha ln Indonesial, 

(Jalkalrtal: Kencalnal, 2021).  

2. Za leni Alsyhaldie, Hukum Keperdaltala ln dallalm 

perspektif hukum nalsionall (depok,2018). 

3. Muhaljir Utomo, Ilmu Ta lnalh da lsalr-da lsalr daln 

pengelolala ln, (Jalkalrtal, 2016). 

4. Alndi Evy Alnggraleni Tr, The Essence Of Notalry Legall 

Offering In West Lalnd Rights Disputes (Eigendom 

Verklalring), Internaltionall Journall Of Sociall, Policy 

Alnd Lalw ,Ijospl, (Vol. 02: No 01, elital Ha lralpaln 

University, Indonesial,FEB 2021). 

5. Ra lhmalt Ralmaldhalni,The Function of the Delimitaltion 

Contraldictory Principle in the Settlement of  

Lalnd Plot Boundalry Disputes,Falculty of Lalw, 

University of Muha lmmaldiyalh Sumaltera l 

Utalra l,Volume: 2 Issue: 3, September 2021). 

c.  Ba lhaln Hukum Tersier  

Penunjalng Peneliti da llalm mengerjalka ln 

penelitialnnyal sendiri ialla lh Kalmus Besalr Balha lsal 

Indonesial (KBBI), Ka lmus Ba lhalsa l Inggris (KBI). 

3. Teknik Pengumpulaln Da ltal 

Studi dokumen ialla lh, teknik pengumpulaln daltal da lri 

ketigal sumber daltal, dalta l primer, daltal sekunder, dalta l tersier 

mengumpulkaln hukum-hukum palda l All-Qur’aln daln buku 
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hukum perdaltal da ln jugal buku yalng berkalitaln dengaln malsalla lh 

persengketalaln talna lh.24 

4. Teknik Alnallisis Daltal 

Alda lpun Teknik Alna llisi da ltal yalng dipergunalka ln di 

penelitialn ini iallalh Deskriftif Kuallitaltif daln Deskriftif 

Kompalraltif meliputi : 

a. Deskriftif Kuallitaltif, Penelitialn kuallitaltif sendiri iallalh 

penelitialn yalng sifaltnyal deskriftif  daln lebih kealra lh 

a lnallisis daln lalndalsa ln teori digunalka ln sebalga li fokus 

penelitialn sesuali dengaln ya lng alda l dilalpa lngaln.25 

b. Deskriftif Kompalra ltif ialla lh a lnallisi daltal ya lng bertujua ln 

memberikaln ga lmbalra ln altals fenomenal ya lng diteliti oleh 

peneliti itu sendiri yalng dengaln calral membalndingkaln 

a lntalral dual objek yalng berbedal.26 

F. Sistemaltikal Penulisaln 

    Uralialn palda l proposall ini terbalgi menjaldi empalt balb ya litu   

sebalgali berikut: 

       BAlB I pendalhulualn : paldal balgialn ini berisikaln 

tentalng laltalr belalkalng malsa llalh ya lng diteliti,alpa l-alpa l sa ljal 

ya lng menjaldi falktor penyebalb munculnyal ma lsallalh 

sehinggal perlunyal dialda lka ln penelitialn,rumusaln malsallalh 

berfungsi untuk merumuska ln inti dalri malsalla lh ya lng 

dibalhals,tujualn daln malnfa lalt penelitialn paldal hall ini 

 
24Sandu Siyoto dkk,Dasar Metodologi Penelitian,(Karanganyar, 

2015),77,78 
25Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, 

(Vol.5, No.0,Januari-Juni 2015),1,8 

  26Arsy Saschia Ekka Lakshmi, Analisis Dampak Tayangan 

Kartun Televisi Pada Perkembangan Bahasa Anak Di Masa Pandemi 

(Studi Deskriptif Komparatif pada TK Srikandi Surabaya),(Jurnal 

Penelitian Komunikasi,Vol . 02 No. 03 2022),88 
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disesualikaln dengaln rumusaln malsa llalh,penelitialn terdalhulu 

berfungsi sebalga li bukti balhwa l penelitialn yalng di a lngkalt 

bersifalt kebalrualn da lri penelitialn sebelumnyal,metodologi 

penelitialn,berfungsi sebalga li upalyal untuk mengetalhui 

ba lgalimalnal daltal da llalm penelitialn,daln balgalimalnal penelitialn 

tersebut dilalksalnalka ln, daln teraklhir sistemaltikal penulisaln. 

       BAlB II Tinjalua ln umum : yalng berisikaln teori-teori 

hukum mengenali persengketala ln talna lh halk milik, daln juga l 

lalnda lsaln hukum Islalm ya lng berlalnda lskaln All-Qur’aln 

Ha ldits yalng membalha ls tenta lng sengketal talna lh halk milik. 

 BAlB III Pembalha lsaln : yalng berisikaln pembalha lsaln 

mengenali malsalla lh sengketal talnalh halk milik balik itu dalla lm 

UUPAl No.5 talhun 1960 malupun hukum Islalm. 

BAlB IV Penutup : yalng berisin kesimpulaln, kritik daln 

jugal salraln mengenali malsa lla lh sengketal talna lh halk milik. 
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BAlB II 

TINJAlUAlN UMUM SENGKETAl TAlNAlH  

A. Sengketal Talnalh 

1. Pengertialn Sengketal Talnalh 

Sengketal ialla lh perbedala ln pendalpalt, perbedala ln nilali, 

kepentingaln sertal pendalpalt seseoralng alta lu baldaln hukum 

balik privalt alta lupun publik mengenali staltus pengualsala ln, 

staltus kepemilikaln, staltus penggunalaln daln pemalnfala ltaln altals 

bidalng talna lh tertentu denga ln pihalk tertentu altalupun staltus 

keputusaln talta l usalha l negalral mengenali pengualsala ln, 

penggunala ln, pemilikaln daln pemalnfala ltaln altals sualtu bidalng 

talna lh. 

There alre malny calses of lalnd disputes, lalnd disputes 

thalt use eigendom verponding. where the vallidity of al 

document is very necessalry in lalnd alffalirs, the existence of 

al notalry itself is very necessalry especiallly to malke the 

vallidity of al lalnd document the role of al notalry is very 

importalnt to provide legall certalinty in the midst of 

Indonesialn society. Notalries provide legall certalinty to the 

Indonesialn people in order to dralw up aluthentic lalnd deeds. 
27 

Malksud dalri pembalha lsaln di altals iallalh sebalgali berikut : 

Terdalpa lt balnya lk kalsus sengketal talna lh, sengketal talnalh 

yalng menggunalkaln eigendom verponding, ya lng dimalnal 
kealbsalha ln sualtu dokumen salngallalh diperlualka ln da llalm 

 
           27Arsy Saschia Ekka Lakshmi, Analisis Dampak Tayangan Kartun 

Televisi Pada Perkembangan Bahasa Anak Di Masa Pandemi(Studi 

Deskriptif Komparatif pada TK Srikandi Surabaya), (Jurnal Penelitian 

Komunikasi, Vol. 02 No. 03 2022),88 

 
24 
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pertalna lhaln, a lda lnyal notalris itu sendiri salnga lt diperlukaln 

terutalmal untuk membualt kealbsalhaln sualtu dokumen 

pertalna lhaln peraln notalris salngaltlalh penting untuk 

memberikaln kepalstialn hukum di tengalh-tengalh malsyalralka lt 
Indonesial. Notalris memberikaln kepalstialn hukum kepa ldal 
malsyalralka lt Indonesial guna l membualtkaln a lktal talna lh ya lng 

otentik. 

Sengketal pertalna lhaln ialla lh sengketal yalng sudalh a ldal 

sejalk lalmal yalitu palda l eral orde lalmal,orde balru hingga l era l 

reformalsi daln sa lalt ini. Sengketal pertalna lhaln secalral kua llitals 

malupun kualntitals merupalka ln sualtu permalsallalh yalng selallu 

aldal di dallalm talta lnaln kehidupaln malsyalralka lt. Sengketal 

altalupun konflik pertalna lhaln telalh menjaldi persoallaln yalng 

kronis sertal bersifalt klalsik,berlalngsung lalmal, kurun wa lktu 

talhunaln ba lhkaln puluhaln talhun daln selallu aldal dimalnal-malna l. 

Sengketal da ln konflik perta lnalha ln memiliki permalsa lla lhaln 

yalng sifaltnyal kompleks daln multi dimensi.28 

In colonial times, the two main categories of land 

were land registered under European title and unregistered 

customary land. Now a third category is growing rapidly: 

unregistered, occupied (or occupied) land. On the other 

hand, the number of unregistered customary lands is 

decreasing due to increasingly stringent requirements for 

recognition of use rights in the Basic Agrarian Law, and 

through the closure process. 

The colonial system also recognized the existence of 

a category of customary land owned individually, whose 

ownership was proven by receipt of land rent. The purpose 

of the Basic Agrarian Law is to replace these receipts as 

proof of ownership rights with land certificates. The latter is 

 
           28 Sumarto,“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan 

dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional 

RI”(Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri 

RI tanggal 19 September, 2012),2 



26 
 

 

awarded based on full registration. However, in practice, 

land rental receipts still play an important role in land 

transactions. This is partly due to the reluctance or inability 

of landowners to register their land, but the practice is also 

supported by the courts: in cases of land disputes, courts 

continue to recognize receipt of colonial land leases as 

counterevidence to ownership based on official land. 

certificates are awarded afterwards 

Registration. Therefore, registration does not provide 

complete proof of ownership. Similar practices also occur in 

urban areas, which strengthens land ownership by those who 

control the land29 

Malksud dalri pembalha lsaln di altals iallalh sebalgali berikut : 

Pada masa kolonial, dua kategori utama tanah adalah 

tanah yang terdaftar berdasarkan hak milik Eropa dan tanah 

adat yang tidak terdaftar. Kini kategori ketiga sedang 

berkembang pesat: tanah yang tidak terdaftar, ditempati 

(atau ditempati). Di sisi lain, jumlah tanah adat yang tidak 

terdaftar semakin berkurang karena semakin ketatnya 

persyaratan pengakuan hak pakai dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria, dan melalui proses penutupan. 

Sistem kolonial juga mengakui adanya kategori 

tanah adat yang dimiliki secara perseorangan, yang 

kepemilikannya dibuktikan dengan penerimaan sewa tanah.     

Tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah 

mengganti tanda terima tersebut sebagai bukti hak milik 

dengan sertifikat tanah. Yang terakhir ini diberikan 

berdasarkan pendaftaran penuh. Namun dalam praktiknya, 

penerimaan sewa tanah masih memegang peranan penting 

dalam transaksi tanah. Hal ini sebagian disebabkan oleh 

keengganan atau ketidakmampuan pemilik tanah untuk 

mendaftarkan tanahnya, namun praktik ini juga didukung 

oleh pengadilan: dalam kasus sengketa tanah, pengadilan 

tetap mengakui penerimaan sewa tanah kolonial sebagai 

 
           29John F McCarthy,Land and Development in Indonesia, ISEAS : 
Yusof Ishak Institute ( 9 Maret 2017),75 
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bukti tandingan kepemilikan berdasarkan tanah resmi. 

sertifikat diberikan setelahnya Registrasi. Oleh karena itu, 

pendaftaran tidak memberikan bukti kepemilikan yang 

lengkap. Praktik serupa juga terjadi di perkotaan, yang 

memperkuat kepemilikan tanah oleh pihak yang menguasai 

tanah 

Merupalka ln fenomenal ya lng berhubungaln eralt dengaln 

sejalralh kebudalyala ln daln pera ldalba ln malnusial, terutalmal sejalk 

malsal a lgralris yalng dimalna l sumber dalyal talna lh mulali 

memiliki peralna ln yalng penting dallalm hall produksi untuk 

memenuhi kebutuhaln malnusial30.  

Menurut Rusmaldi Murald sengketal halk a ltals talnalh, 

yalitu sebalga li berikut : timbulnyal sengketal hukum iallalh 

bermulal pa lda l pengaldualn sua ltu pihalk ya lng berisi keberaltaln 

terhalda lp staltus talnalh yalng ial miliki, prioritals, malupun 

kepemilikalnnyal sertal berhalralp dalpa lt memperoleh 

penyelesalia ln sengketal seca lral a ldministralsi sesuali dengaln 

ketentualn peralturaln yalng berlalku31 

2. Falktor-falktor yalng mengalkibaltkaln sengketal talna lh 

a. Tumpalng tindih peralturaln UUPAl ya lng merupalkaln induk 

da lri hukum algra lrialn, alka ln tetalpi dengaln seiringnyal 

berjallalnya l walktu diterbitkalnlalh perpu balru yalng 

berhubungaln dengaln sumber dalyal a lgralrialn. Tetalpi yalng 

menjaldi malsallalh dengaln diterbitkalnnyal perpu balru 

tersebut yalng mengalkibaltkaln UUPAl tida lk menjaldi 

sumber hukum induknyal, ba lhkaln ha ll yalng tidalk tepaltnyal 

lalgi perpu balru tersebut seja ljalr dengaln UUPAl. 

 
  30Hadimulyo, “Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif 

Penyelesaian, Sengketa di Luar Pengadilan ”(ELSAM : Jakarta.2012 ),13 

  31 Rusmadi Murad,Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, 

(Bandung,2014),22,23 
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b. Peralturaln ya lng kuralng tepa lt dallalm bidalng pertalnalha ln, 

ya lng dimalna l peralturaln tersebut kuralng menguntungkaln 

untuk malsyalralka lt, alpa llalgi dilihalt dalri palsall 33 UUD 

1945 yalng berkalitaln tentalng kesejalhteralaln, ha lk alsalsi, 

kealdilaln daln morall. Perpu ba lru tersebut kuralng sesua li 

dengaln alpa l yalng dimalksud oleh palsa ll 33 UUD 1945. 

Terdalpalt cukup balnyalk ka lsus yalng mengalbalikaln ha lk-

ha lk dalri si pemilik talnalh. 

c. Tumpalng tindih peraldilaln, di negalral ini memiliki tigal 

lembalga l peraldilaln yalng mengurusi permalsallalha ln konflik 

talna lh di Indonesial, peraldilaln taltal usalha l negalral, peraldila ln 

pidalnal da ln peraldilaln perdalta l. Da llalm sualtu permalsallalha ln 

talna lh jikallalu seseoralng mena lng secalral pidalnal malkal bisal 

salja l dial ka llalh dallalm perdalta l. 

d. Penyelesalialn daln birokralsi berbelit-berbelit, tindalkaln 

hukum melallui pengaldilaln mallalhaln keralp kalli tida lk 

menyelesalikaln permalsallalha ln, sebalga li contoh ialla lh 

a lpalbilal sallalh sa ltu pihalk tida lk terimal talnalhnya l dialmbil 

oralng lalin daln menempuh jallur hukum untuk 

permalsalla lhaln talnalh tersebut oralng tersebut tida lk 

memiliki kepalstialn hukum dallalm penyelesalialn ka lsus 

sengketal talnalh tersebut.  Penyelesa lia ln dallalm 

permalsalla lhaln sengketal talna lh di Indonesial tergolong 

lalmal dikalrenalka ln proses peraldilaln di Indonesial bertele-

tele,membutuhkaln bialyal yalng tidalk sedikit. Hall tersebut 

terkalda lng membualt oralng berfikir dual kalli untuk 

menyelesalikaln malslalhnya l di pengaldilaln. 

e. Tumpalng tindih penggunala ln talna lh, seiring berjallalnnyal 

wa lktu pertumbuhaln penduduk begitu cepalt alngka lt 

kelalhiraln meningkalt pesalt,sementalral ketersediala ln 



29 
 

 

pa lngaln tidalk bertalmbalh, altalu malla lh berkuralng 

dikalrenalkaln allih fungsi penggunala ln lalhaln ya lng 

digunalkaln untuk mendirikaln balngunaln. 

f. Nilali Ekonomis Talna lh Tinggi, sejalk eral orde balru nilali 

ekonomis talnalh di Indonesial semalkin tinggi, hall ini 

dialkibaltkaln oleh progralm pemerintalh yalitu pertumbuha ln 

perekonomialn halrus ditingkaltkaln a lpa llalgi peningkalta ln 

tersebut difokuskaln pa ldal pembalngunaln. Keinginaln 

pemerintalh fokus paldal pembalngunaln infralstruktur di 

seluruh Indonesial sertal kebutuhaln palngaln di Indonesial 

ya lng semalkin meningkalt mengalkibaltkaln ha lrgal talna lh 

semalkin tinggi. 

Kemiskinaln ialla lh sallalh sa ltu permalsa llalhaln 

kompleks palda l permalsa lla lhaln tersebut dalpalt terjaldi 

dialkibaltkaln oleh bermalca lm-malcalm persoallaln yalng 

salling bersenggolaln sa ltu salmal la linnyal. Seperti alkses 

ba lralng sertal ja lsal, pendidikialn, kesehaltaln, penghalsilaln, 

gender, kondisi lingkunga ln daln geogralfis. Kemiskina ln 

itu sendiri seka lralng ini tidalk halnya l dimalknali kegalga llaln 

da llalm bidalng perekonomia ln saljal alka ln tetalpi dimalknali 

jugal dallalm menjallalni kehidupaln yalng bermalta lbalt di 

ha ldalpa ln oralng lalin.32 

3. Pendalftalra ln Altals Talnalh 

Secalral terminologi pendalfta lraln pa ldal ta lnalh beralsa ll dalri 

ka ltal caldalstre, iallalh sualtu istilalh teknis untuk sebualh rekalmaln, 

menunjukkaln luals, nilali, sertal kepemilikaln a ltals sualtu bidalng 

talnalh. Kaltal ini sendiri bera lsall dalri balhalsa l Laltin calpistraltum 

 
                32Maharani Nurdin,Akar Konflik Pertanahan di Indonesia,(Vol. 

3,No2,2018,126,141),23 
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ya lng merupalkaln sualtu register altalu calpital diciptalka ln untuk 

pa ljalk talnalh Romalwi. Ca ldalstre beralrti record palda l lalha ln-lalha ln 

a ltalu nilali dalri talnalh da ln pemegalng halknyal daln untuk 

kepentingaln perpaljalkaln. Ca ldalstre bisal dialrtikaln sebalga li allalt 

untuk memberikaln sualtu uralialn da ln identifikalsi tersebut daln 

sebalgali rekalmaln berkesina lmbungaln dalri halk altals talna lh. 

Sedalngkaln menurut Boedi Ha lrsono pendalftalraln talna lh ialla lh 

sualtu ralngkalialn kegialtaln ya lng dilalkuka ln oleh Nega lral alta lu 

Pemerintalh secalra l terus menerus daln teraltur, yalng berupal 

pengumpulaln keteralngaln sertal da ltal tertentu mengena li talna lh 

ya lng aldal di wilalyalh-wilalya lh tertentu. Pengolalhaln, 

penyimpalnaln, daln penyaljialnnyal balgi kepentingaln ralkya lt dalla lm 

ralngkal memberikaln jalmina ln kepalstialn hukum di bidalng 

pertalna lhaln, termalsuk penerbitaln talnda l buktinya l daln 

pemelihalrala lnnyal.33 

Article 5 of the Agrarian Law states that 'land law that 

applies to the earth, water and sky is adat', or customary law 

(our emphasis). But this appears to be mere lip service, 

designed to legitimize legal reform.” This is clearly seen in 

Article 5, which greatly limits the application of customary land 

law, and only allows its application in very narrow 

circumstances where: 

 

does not conflict with national and state interests based 

on national unity, with Indonesian socialism, and with the 

regulations contained in this law and other regulations.34 

     Malksud dalri pembalhalsa ln di altals iallalh sebalga li berikut : 

 
33Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah 

Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, 

Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta,Djambatan, 2014),7 
34Tim Lindsey, Simon Butt, Indonesian Law, OUP Oxford,( 6 

September 2018),57 

https://www.google.co.id/search?sca_esv=562162802&hl=id&sxsrf=AB5stBi6VWKOEt52eTorLPP6nQcU1GswcQ:1693649059492&q=inauthor:%22Tim+Lindsey%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?sca_esv=562162802&hl=id&sxsrf=AB5stBi6VWKOEt52eTorLPP6nQcU1GswcQ:1693649059492&q=inauthor:%22Simon+Butt%22&tbm=bks
https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=Indonesian+land+disputes&pg=PA151&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22OUP+Oxford%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwidubO01ouBAxWx8zgGHS6WDQsQmxMoAHoECCIQAg&sxsrf=AB5stBi6VWKOEt52eTorLPP6nQcU1GswcQ:1693649059492


31 
 

 

Pasal 5 UU Agraria menyatakan bahwa ‘hukum 

pertanahan yang berlaku atas bumi, air, dan langit adalah adat’, 

atau hukum adat (penekanan kami). Namun hal ini nampaknya 

hanya sekedar basa-basi, yang dirancang untuk melegitimasi 

reformasi hukum.” Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 5 yang 

sangat membatasi penerapan hukum tanah adat, dan hanya 

memperbolehkan penerapannya dalam keadaan yang sangat 

sempit dimana: 

 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

negara berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme 

Indonesia, dan dengan peraturan yang tercantum dalam undang-

undang ini dan peraturan lainnya. 

 

hukum 

Pendalftalraln Talna lh paldal ma lsal UUPAl salmpali sekalralng 

ini. Palda l talhun 1960, balngsal ini memalsuki malsa l ya lng balru 

da llalm bidalng pertalna lhaln a ltalu a lgralrial, ka lrenal pa ldal malsal itu 

ba lru pertalmal ka llinyal membualt produk hukum yalng 

menyalngkut perkembalngaln pertalnalha ln yalng a ldal di Indonesial. 

Tepalt palda l talnggall 24 September 1960 pemerinta lh 

mengesalhkaln Undalng-Unda lng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng 

Peralturaln Da lsa lr Pokok-Pokok Algralrial (UUPAl), Lembalraln 

Negalra l Republik Indonesial (LNRI) Talhun 1960 Nomor 104 daln 

Talmbalha ln Lembalraln Nega lra l Republik Indonesial (TLNRI) No. 

2043.35 

Pa ldal malsal ini hukum talna lh di Indonesial mengallalmi 

perubalha ln pa ldal sa lalt diberla lkukalnnyal Unda lng-Undalng Pokok 

Algralrial (UUPAl), sehinggal bisal dikaltalkaln ba lhwa l pa ldal talngga ll 

itu muncul pembalhalrualn hukum pertalna lhaln ya lng berlalku di 

 
35Tubagus Haedar Ali, “Perkembangan Kelembagaan 

Pertanahan /Agraria dan Keterkaitannya Dengan Penataan 

Ruang”,(Jakarta,2013),2 
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Indonesial. UUPAl sendiri mengalkhiri berlalkunyal hukum 

pertalna lhaln eral koloniall daln sekalligus mengalkhiri duallisme altalu 

plurallisme hukum talna lh di Indonesial, sertal terciptalnya l dalsalr-

da lsalr untuk pembalngunaln hukum pertalnalha ln nalsiona ll yalng 

tunggall berdalsa lrkaln palda l hukum alda lt sebalga li hukum na lsionall 

Indonesial ya lng alsli. Alkaln tetalpi aldal beberalpa l penyesua lialn daln 

syalralt-syalralt khusus tentalng pengalkualn daln pemalsukaln hukum 

a ldalt dallalm UUPAl seperti termalktub dallalm Palsa ll 5 UUPA l 

dinyaltalkaln ba lhwal : 

  “Hukum algralrial yalng berlalku di altals bumi, alir daln 

rualng alngkalsal ia llalh hukum alda lt. Sepalnjalng tidalk bertentalngaln 

dengaln kepentingaln nalsiona ll daln negalral, yalng dida lsalrkaln 

persaltualn ba lngsal, dengaln sosiallisme Indonesial sertal dengaln 

peralturaln-peralturaln ya lng tercalntum dallalm undalng-unda lng ini 

da ln dengaln peralturaln-peralturaln lalinnyal, segallal sesualtu dengaln 

mengindalhkaln unsur-unsur yalng bersalndalr pa ldal hukum 

a lgalmal.”36 

The Indonesian legal system is extraordinarily complex, 

the independent state inherits three sources of customary law or 

customary law, which has traditionally been the basis for 

resolving interpersonal disputes in traditional village settings, 

Islamic law (syariah, or in Indonesian sharia-see Glossary of 

Terms), is often applied on disputes between Muslims, and 

Dutch colonial law. Customary courts were abolished in 1951, 

although customary methods of dispute resolution were still 

used in villages in 1992. The return of the 1945 Constitution in 

1959 meant that Dutch law remained in effect unless later 

changes were found to be inconsistent with the constitution.37  

 
 

37 Hualing Fu, John Gillespie, Resolving Land Disputes in East 

Asia Exploring the Limits of Law, (Cambridge : University Press, 

2014),57 

https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=land+dispute&pg=PA232&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22Cambridge+University+Press%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwj62KDfgJmBAxUrxDgGHdAZBoAQmxMoAHoECCAQAg&sxsrf=AB5stBjZxS1_8b0C1j8Mhmzen6y37Rc81w:1694107100219
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The enhanced Criminal Code passed in 1981 expanded the 

legal rights of criminal defendants. The government in 1992 

was still reviewing the legacy of Dutch civil and commercial 

law in an effort to codify it in Indonesian terms. Types of 

national laws recognized in TAP MPR(S) XX. (5 July 1966), 

including, apart from the constitution, MPR decrees, laws 

passed by the DPR and ratified by the president, government 

regulations promulgated by the president to implement a law, 

presidential decisions to implement the constitution or 

government regulations, and regulations other implementation 

such as regulations and ministerial instructions. Of course, the 

executive has enormous discretion in determining what is meant 

by the law.38 

    Malksud dalri pembalhalsa ln di altals iallalh sebalga li berikut : 

Sistem hukum Indonesia luar biasa rumitnya, negara 

merdeka mewariskan tiga sumber hukum adat atau hukum adat, 

yang secara tradisional menjadi dasar penyelesaian perselisihan 

antarpribadi dalam lingkungan desa adat, hukum Islam (syariah, 

atau dalam bahasa Indonesia syariah-lihat Daftar Istilah ), 

sering diterapkan pada perselisihan antar umat Islam, dan 

hukum kolonial Belanda. Peradilan adat dihapuskan pada tahun 

1951, meskipun metode penyelesaian sengketa adat masih 

digunakan di desa-desa pada tahun 1992. 

     Malksud dalri pembalhalsa ln di altals iallalh sebalga li berikut : 

 Kembalinya UUD 1945 pada tahun 1959 berarti bahwa 

hukum Belanda tetap berlaku kecuali perubahan-perubahan 

yang dilakukan kemudian terbukti tidak sejalan dengan 

konstitusi. Penyempurnaan KUHP yang disahkan pada tahun 

1981 memperluas hak-hak hukum terdakwa pidana. Pemerintah 

pada tahun 1992 masih mengkaji warisan hukum perdata dan 

dagang Belanda dalam upaya mengkodifikasikannya dalam 

istilah Indonesia. Jenis hukum nasional yang diakui dalam TAP 

MPR(S) XX. (5 Juli 1966), antara lain, selain konstitusi, 

 
38International Business Publications, USA, Indonesia Land 

Ownership and Agricultural Laws Handbook Strategic Information and 

Regulations, (IBP,Juni 2015),83 

https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=0&q=inpublisher:%22International+Business+Publications,+USA%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjv1pWI1IuBAxXqa2wGHa49BE4QmxMoAHoECBEQAg&sxsrf=AB5stBgxLemml8jZDAGT_I-pMzdIRPM5uQ:1693648429875
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ketetapan MPR, undang-undang yang disahkan oleh DPR dan 

disahkan oleh presiden, peraturan pemerintah yang 

diundangkan oleh presiden untuk melaksanakan suatu undang-

undang, keputusan presiden untuk melaksanakan konstitusi 

atau peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan. 

pelaksanaan lainnya seperti peraturan dan instruksi menteri. 

Tentu saja eksekutif mempunyai keleluasaan yang sangat besar 

dalam menentukan apa yang dimaksud dengan undang-undang. 

  Pendalftalraln talnalh merupa lkaln balgialn da lri algralrial 

kemudialn mengalcu palda l UUPAl. Ketentualn pendalftalra ln talnalh 

pa ldal UUPAl terdalpalt dallalm Palsall 19. Lallu Alturaln ini dialtur 

lebih lalnjut melallui pera lturaln pelalksa lnal yalitu Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 10 talhun 1961 yalng kemudialn digalnti 

dengaln Peralturaln Pemerinta lh Nomor 24 Talhun 1997, ha ldirnyal 

peralturaln pelalksalna l ini menjaldi jalwa lbaln da lri kebutuhaln 

kepalstialn hukum balgi pa lral pemilik talnalh. Mengingalt 

pendalftalraln talna lh sendiri dialda lkaln gunal menjalmin kepalstialn 

hukum,39pendalftalraln talna lh ini diselenggalralka ln untuk 

memenuhi kebutuhaln malsyalralka lt daln pemerintalh. Dengaln 

a ldalnya l Peralturaln Pemerintalh Nomor 10 talhun 1961 untuk 

pertalmal kallinyal Indonesial mempunyali sualtu lembalga l ta lnalh, hall 

ini talmbalh sempurnal dengaln dikelualrkalnnyal Peraluraln 

Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997. Sebelum dibualtnya l kedual 

produk hukum ini, dikenall Kalntor Kaldalster sebalgali Ka lntor 

Pendalftalraln untuk halk-halk a ltals talnalh.40 

 Perubalhaln da lri Peralturaln Pemerintalh Nomor 10 

Talhun 1961 dengaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Ta lhun 

1997 menjaldikaln alturaln pelalksalna l dalri UUPAl lebih sempurnal. 

 
39Pera ltura ln Pemerintalh Nomor 10 talhun 1961 
40Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan 

Pendaftarannya, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014),112 
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Penyempurnala ln itu meliputi berbalgali hall yalng belum jelals 

da llalm peralturaln ya lng lalma l (Peralturaln Pemerintalh Nomor 10 

Talhun 1961), pengertialn pendalftalraln talna lh itu sendiri, a lsals-alsals 

da ln tujualn penyelenggalra lalnnyal, yalng selalin memberi kepalstialn 

hukum jugal untuk menghimpun sertal memberikaln informalsi 

ya lng lengkalp mengenali daltal fisik daln dalta l yuridis mengenali 

bidalng talnalh yalng bersalngkutaln.41 

 Jikal dihubungkaln dengaln tujualn pendalftalraln talnalh 

sebalgalimalnal disebutkaln da llalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 

24 Talhun 1997 malkal da lpalt memperkalya l ketentualn Palsall 19 

UUPAl, ka lrenal :  

a. dengaln diterbitkalnnyal sertipikalt halk alta ls talnalh, malkal 

pa lral pemilik talna lh diberika ln kepalstialn hukum daln 

perlindungaln hukum.  

b. dengaln informalsi pertalnalha ln yalng tersedial di Ka lntor 

Pertalna lhaln malka l pemerintalh dengaln mudalh 

merencalna lkaln pembalngunaln Negalral ya lng menyalngkut 

talna lh, balhkaln balgi ralkyalt sendiri lebih mengetalhui 

kondisi peruntukaln talna lh da ln kepemilikalnnyal.  

c. dengaln aldministralsi perta lnalha ln yalng balik alka ln 

terpelihalral malsal depaln pertalna lhaln ya lng terencalnal itu 

sebualh hall yalng balik untuk pertalna lhaln di Indonesial.42 

 
41Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi 

Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 20014),161 
42A.P.Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok 

Agraria, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Mandar Maju, 2012) ,112 
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4. Tujualn Pendalftalraln Talnalh  

Secalral galris besalr tujua ln dalri pendalftalraln talna lh 

dinyaltalkaln da llalm Palsall 3 Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 

Talhun 1997, yalitu :43 

a. Untuk memberikaln ralsal kepalstialn hukum daln 

perlindungaln hukum palda l pemilik talna lh, saltualn 

rumalh susun daln halk-ha lk lalin yalng terdalftalr algalr 

dengaln mudalh dalpa lt membuktikaln dirinyal sebalga li 

pemegalng halk yalng bersalngkutaln. 

b. Untuk memberikaln informalsi kepalda l pihalk-pihalk 

ya lng berkepentingaln termalsuk pemerintalh algalr 

dengaln mudalh memperoleh daltal ya lng diperlukaln 

da llalm mengaldalka ln perbua ltaln hukum mengenali 

pertalna lhaln da ln saltualn-sa ltualn rumalh susun yalng 

sudalh terdalftalr.  

c. Untuk terselenggalralnyal tertib aldministralsi 

pertalna lhaln. 

 Tujualn pendalftalra ln talna lh itu sendiri sudalh tercalntum 

pa ldal huruf al merupalka ln tujualn utalmal pendalftalraln ta lnalh 

ya lng diperintalhkaln oleh Pa lsall 19 UUPAl. Disalmping itu 

terselenggalra lnyal pendalftalraln talnalh jugal dimalksudka ln 

untuk tercalpalinyal pusalt informalsi mengenali bidalng-

bidalng talna lh sehinggal piha lk-pihalk yalng berkepentinga ln 

termalsuk pemerintalh dalpa lt dengaln mudalh memperoleh 

da ltal yalng diperlukaln dallalm melalkukaln perbualta ln hukum 

mengenali bidalng-bidalng ta lnalh daln saltualn-saltualn rumalh 
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susun yalng telalh terdalftalr. dengaln demikialn 

terselenggalra lnyal pendalftalra ln talna lh merupalkaln dalsa lr da ln 

perwujudaln tertib aldministralsi di bidalng pertalnalha ln 

diIndonesial. 44 

5. Alsals-Alsals da ln Dalsalr Hukum Pendalftalraln Talnalh  

 Soedikno Mertokusumo mengemuka lka ln balhwa l di 

da llalm pendalftalraln talna lh dikenall yalitu dual malca lm alsals, yalitu 45 

a. Alsa ls specialliteit 

 Alsa ls specialliteit iallalh pela lksalnala ln pendalftalraln 

terhalda lp talna lh yalng diselenggalralka ln a ltals dalsa lr 

peralturaln perundalng-undalnga ln yalng alda l, yalng secalral 

teknis berhubungaln palda l malsa llalh pengukuraln, 

pemetalaln daln pendalftalraln da ln perallihaln altals talnalh. 

Oleh kalrenal itu, di dallalm pelalksalna la ln pendalftalra ln 

a ltals talnalh, bisal memberika ln daltal fisik yalng jelals 

mengenali luals talna lh, letalk da ln baltals-baltals altals talna lh. 

  

b. Alsa ls openbala lrheid (alsals publitals).  

 Pa ldal a lsals ini memberikaln da ltal yuridis tentalng 

sialpal ya lng menjaldi subyek ha lknyal, alpa l nalmal halk altals 

talna lh itu, sertal ba lgalimalnal terjaldinyal perallihaln serta l 

pembebalnalnnya l. Daltal ini bersifalt terbukal untuk 

umum, alrtinyal setialp oralng melihaltnyal. 

 
  44Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di 

Indonesia (Arkola Surabaya 2013),157 

  45Sudikno Mertokusumo,Hukum dan Politik Agraria, 

Universitas Terbuka, (Jakarta: Karunika, 2014),99 
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Berdalsalrkaln a lsals ini, setialp oralng berhalk mengetalhui 

da ltal yuridis tentalng subyek halk alta ls talna lhnyal, alpa l na lmal 

ha lk altals talna lh yalng dimilikinyal, perallihaln halk da ln 

pembebalnaln ha lk a ltals talna lh ya lng alda l di Ka lntor Pertalnalha ln 

Ka lbupalten/Kotal, termalsuk mengaljukaln kebera ltaln 

sebelum sertifikalt diterbitkaln, sertifikalt pengga lnti, 

sertifikalt yalng hilalng sertal sertifikalt yalng rusalk. 

Berdalsalrkaln ketentualn pa ldal Palsa ll 2 Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 dinyaltalkaln ba lhwa l 

pendalftalraln altals talna lh dilalksalna lkaln berdalsalrkaln alsa ls :  

a. Alsa ls sederhalnal, alsals ini dimalksudkaln algalr ketentualn-

ketentualn pokoknyal malupun prosedurnyal bisa l 

dengaln mudalh dalpa lt dipalha lmi oleh pihalk-piha lk yalng 

berkepentingaln, terutalmal pa lral pemegalng halk altals 

talna lh tersebut.  

b. Alsa ls almaln, alsa ls ini dimalksudkaln untuk memberikaln 

ga lmbalra ln balhwal pendalftalraln alta ls talna lh perlu 

diselenggalralka ln secalral teliti daln professionall 

sehinggal halsilnyal bisal memberikaln jalminaln 

kepalstialn hukum sesuali tujua ln pendalftalraln a ltals talna lh 

itu sendiri.  

c. Alsa ls terjalngkalu, alsals ini dimalksudkaln 

keterjalngka lualn ba lgi pihalk-pihalk ya lng memerlukaln, 

khususnyal memperhaltika ln kebutuhaln da ln 

kemalmpualn golongaln ekonomi lemalh. Pelalya lna ln 

ya lng alkaln diberikaln dallalm ralngkal penyelenggalrala ln 

pendalftalraln talnalh ini halrus bisal terjalngkalu oleh pihalk 

ya lng memerlukalnnya l.  
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d. Alsa ls mutalkhir, alsals ini dimalksudkaln kelengkalpa ln 

ya lng memaldali di dallalm pelalksalnala lnnyal da ln 

kesinalmbungaln dallalm pemelihalra laln dalta lnyal. Dalta l 

ya lng tersedial halruslalh menunjukkaln kealda laln ya lng 

terbalru. Untuk itu diikuti kewa ljibaln mendalftalr serta l 

mencaltalt perubalha ln-peruba lhaln yalng terjaldi di 

kemudialn halri. Alsa ls ini menghalruskaln dipelihalralnya l 

da ltal palral pendalftalr talna lh secalral terus-menerus daln 

berkesinalmbungaln, sehingga l daltal ya lng tersimpaln di 

Ka lntor Pertalna lhaln selallu sesuali dengaln kea ldala ln 

nyalta l di lalpalnga ln. 

e. Alsa ls terbukal, alsals ini dimalksudkaln algalr malsyalra lkalt 

da lpalt mengetalhui sertal memperoleh keteralngaln 

mengenali daltal fisik daln dalta l yuridis yalng benalr setialp 

sala lt di Kalntor Pertalnalha ln Ka lbupalten/Kotal.46 

6. Malcalm-Malcalm Halk Jenis Talnalh 

Berikut aldallalh tigal jenis-jenis halk talna lh, yalitu : 

1. Halk Milik (HM) 

Ha lk milik merupalka ln halk ya lng salh yalng tidalk dalpalt 

digalnggu gugalt oleh pihalk lalin, alka ln tetalpi halk milik 

da lpalt berallih sertal diallihka ln oleh pemilik talna lh altalu 

kelualrgal dalri pemilik talna lh a lpalbilal pemilik talnalh tela lh 

wa lfalt. Paldal jenis talnalh yalng ini yalitu halk milik iallalh ha lk 

kepemilikaln talna lh secalral mutlalk oleh si pemilik ta lna lh 

tersebut. Halk mutlalk palda l malsal ini tidalk sa lmal pa ldal ma lsal 

penjaljalhaln Hindial Belalndal ya lng paldal wa lktu itu Bernalmal 

domein yalitu talna lh seseora lng yalng alpalbilal talnalh itu 

 
 46Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,( Vol. 2, No.2 Juli Tahun 2017),9,20 
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tidalk memiliki bukti yalng kualt malkal ta lnalh itu dialngga lp 

milik negalral. Ha lk milik ia llalh ha lk yalng pa lling tinggi 

tingkaltalnnyal da lri jenis-jenis ha lk alta ls kepemilikaln talna lh 

lalinnyal. 

Tidalk semual oralng yalng tinggall di Indonesial dalpa lt 

memiliki halk milik altals talna lnhnyal dikalrenalkaln untuk 

mendalpa ltkaln sertifikalt Ha lk Milik halrus memenuhi 

syalralt sebalgali berikut : 

1. Ha lrus berkewalrgalnegalra laln Indonesial. 

2. Walrgal nega lral a lsing boleh memiliki talna lh di 

Indonesial dengaln syalralt ka lrenal mendalpalt walrisaln 

da ln dikalrenalkaln a ldalnyal hubungaln pernikalhaln 

dengaln WNI sertal merekal memiliki halrtal Bersalmal. 

3. Ba ldaln usa lhal ya lng didirika ln negalral seperti balnk 

da lpalt memiliki halk milik altals talnalh sesuali (PP.No. 

38 Talhun 1963). 

4. Koperalsi-koperalsi dalpa lt memiliki halk milik talna lh 

sesuali dengaln (PP.79   Th 1958). 

5. Ba ldaln kealga lmala ln 

6. Ba ldaln ya lng didirikaln nega lral yalitu baldaln-ba lda ln 

sosiall. 

2. Halk Gunal Balngunaln (HGB)  

Ha lk gunal balngunaln iallalh ha lk yalng halrus dimiliki 

seseoralng alpa lbilal ingin mendirikaln sualtu balnguna ln 

dialtals talnalh yalng bukaln halk miliknyal sendiri yalitu palling 

lalmal 30 talhun lalmalnyal. Syalralt talnalh yalng dalpa lt 

digunalkaln sebalga li halk guna l balngunaln terteral paldal Pa lsa ll 
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21 PP.Nomor 40 Talhun 1996 iallalh talnalh milik negalral, 

talna lh halk milik yalitu talnalh pengeloallala ln. 47 

HGB itu dalpa lt berlalku selalmal 30 talhun lalmalnyal 

a lkaln tetalpi alpalbilal oralng tersebut ingin memperpa lnjalng 

HGB nya l yalitu yalng diperbolehkaln selalmal 20 talhun 

lalmalnya l daln jikallalu HGB tersebut telalh ha lbis malsalnya l, 

kepalda l yalng memegalng halk tersebut dalpa lt diberikalnnya l 

ha lk yalng balru alta ls talna lh tersebut. (PP Nomor 40 ta lhun 

1996 tentalng Ha lk Gunal. 

Oralng ya lng bisal memiliki suralt HGB a lntalral lalin, yalitu : 

a. Berkewalrgalnegalrala ln Indonesial. 

b. Ba ldaln a ltalupun lembalgal a lsing dalpa lt memperoleh 

HGB a lsallkaln sudalh memenuhi syalralt yalng telalh 

ditentukaln seperti suralt-suralt izin mendirikaln 

perusalha laln di Indonesial telalh didalpaltkaln sertal 

kegialtaln balda ln a ltalupun lembalga l a lsing tersebut 

dilalkuka ln di Indonesial.48 

Berikut ini alda llalh hall yalng membualt terhalpusnyal Ha lk 

Guna l Balngunaln, ya litu : 

a. Malsa l HGB telalh beralkhir da ln tidalk dilalkuka lnnyal 

perizinaln balru alta lu perpalnjalngaln HGB. 

b. Pihalk yalng memperoleh HGB tidalk memenuhi 

kewaljibalnnyal sebalga li pemegalng HGB sehinggal 

HGB tersebut dicalbut. Contohnyal seperti 

menyewalka ln kemballi talnalh yalng telalh mendalpaltkaln 

HGB.  

 
 47 Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,( Vol. 2, No.2 Juli Tahun 2017),9,20 
 48 Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,( Juli 2017),9,20 
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c. Syalralt-syalralt HGB tidalk terpenuhi. 

d. Telalh kelualr putusaln pengaldilaln dengaln 

berkekualtaln hukum tetalp, ba lhwalsa lnyal si pemegalng 

HGB telalh melalnggalr perjalnjialn. 

e. si pemegalng HGB melepa lskaln HGB nya l sesuali 

kemalualnnyal sendiri. 

f. Diberhentikaln HGB nyal demi kepentingaln oralng 

ba lnyalk daln si pemegalng HGB taldi diberikaln 

kompensalsi yalng lalya lk. 

g. Ta lnalhnyal a ltalu balngunalnnyal ditelalntalrkaln sertal 

tidalk dimalnfala ltkaln daln ha ll tersebut tidalk sesuali 

dengaln perjalnjialn ya lng dibua lt sebelumnyal. 

h. Ta lnalh HGB tersebut hilalng alkibalt bencalna l alla lm 

sertal hall tersebut dilualr kemalmpualn malnusial. 

3. Halk Gunal Usalhal (HGU)  

Ha lk gunal usalha l ialla lh halk yalng diperoleh untuk 

dijaldikaln lalda lng usalha l seperti peternalkaln. perusalhala ln, 

perikalna ln, sertal pertalnialn. Talnalh ya lng dalpalt diperoleh 

oleh seseoralng iallalh palling sedikit 5 hektalr daln palling 

luals 25 hektalr altalu balhka ln bisal lebih. Baltals luals talna lh 

HGU sendiri sebenalrnyal tida lk diberlalkukaln sepenuhnya l, 

ka lrenal pa lda l sala lt ini sendiri penggunala ln talna lh HGU 

mencalpa li raltusaln ribu hekta lr lualsnyal. 

Pihalk yalng bisal memperoleh halk gunal usalha l 

a lntalral lalin sebalga li berikut : 

a. berkewalrga lnegalralaln Indonesial. 

b. ba ldaln a ltalupun lembalgal hukum yalng dilalhirkaln di 

Indonesial sertal beralda l di Indonesial. 

Pa lling lalmal wa lktu talna lh HGU a lda llalh 25 talhun yalng 

malna l telalh disebutkaln di palsall 29 UUPAl, bedal lalgi HGU 
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untuk perusalhala ln palling lalmal mencalpali 35 talhun sertal 

da lpalt diperpalnjalng selalmal 25 ta lhun lalmalnyal. Da lla lm 

UUPAl Nomor 5 Talhun 1960 palsall 28 alyalt (2) disebutka ln 

talna lh yalng bisal mendalpa ltka ln HGU ialla lh palling sedikit 

seluals 5 hektalr daln jikal lualsnyal lebih dalri 25 hektalr malkal 

ha lrus mempunyali modall ya lng besalr untuk mengelolal 

HGU tersebut sertal perusa lhala ln ya lng pals, yalng malna l 

ha lrus disesualikaln dengaln perkembalngaln zalmaln. 

Wa lktu yalng diberikaln kepa ldal si penerimal HGU 

pa lling lalmal 35 talhun sertal bisal diperpalnjalng selalmal 25 

talhun daln alpalbilal HGU tersebut telalh beralkhir malkal si 

penerimal HGU bisal diberikaln pembalha lrualn halk alta ls 

talna lh HGU yalng dimilikinya l itu sesuali dengaln PP No. 40 

talhun 1996 mengenali Halk Guna l Usalha l. 

Terhalpusnyal HGU sesuali ya lng tercalntum di Palsall 34 

UUPAl iallalh sebalga li berikut : 

a. Malsa l HGU nyal telalh halbis. 

b. Pemegalng HGU tidalk lalgi memenuhi syalra lt-syalralt 

HGU. 

c. Dicalbutnyal HGU dikalrenalka ln talnalh tersebut ingin 

dipergunalkaln untuk kepentingaln umum. 

d. Pihalk yalng menerimal mengemballikaln HGU nyal 

secalral sukalrelal. 

e. Ta lnalh HGU nya l telalh ditelalntalrkaln oleh si 

pemegalng HGU. 

f. Ta lnalh HGU hilalng dialkibaltka ln oleh bencalnal a llalm. 

4. Halk Palkali (HP)  

Ha lk palka li iallalh halk menggunalka ln halsil dalri talnalh 

ya lng telalh disewal balik itu dalri negalral malupun 
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peroralngaln sesuali dengaln kesepalkaltaln yalng telalh dialkui 

bersalmal, ha lk palka li aldal jugal ya lng digunalka ln secalral 

terbaltals ya litu pembaltalsaln wa lktu altalu di (limit) sertal a ldal 

jugal yalng tidalk terbaltals yalng dinalmalka ln (unlimited). Ha ll 

tersebut mengerucut palda l kesepalkaltaln a lntalral kedual 

belalh pihalk, intinyal talnalh ya lng bisal dipalkali untuk Ha lk 

Pa lkali iallalh talnalh milik negalral da ln jugal talna lh milik 

peroralngaln. 

Jalngka l wa lktu penggunalaln ha lk pa lkali iallalh sesuali 

dengaln ya lng telalh terteral di suralt perjalnjialn a lntalr pihalk, 

bedal lalgi dengaln pengguna laln halk palkali yalng jalngkal 

wa lktunyal tidalk terbaltals selalmal talna lh tersebut malsih 

digunalkaln sesuali dengaln kemalnfalalta ln balgi pemerintalh 

setempalt.  

Pihalk yalng bisal mendalpa ltka ln Ha lk palka li iallalh ya lng 

sesuali paldal pa lsall 39 PP.No 40 Ta lhun 1996 sebalga li 

berikut : 

a. Berkewalrgalnegalrala ln Indonesial. 

b. Ba ldaln hukum yalng didirika ln menurut hukum di 

Indonesial sertal beralda l di Indonesial. 

c. Depalrtemen-depalrtemen, sertal lembalga l 

pemerintalhaln ya lng non depalrtemen daln jugal 

pemerintalh daleralh. 

d. Selalnjutnyal balda ln kealgalmala ln  daln jugal balda ln 

sosiall. 

e. Walrgal negalral a lsing yalng tinggall di Indonesial. 

f. Ba ldaln hukum dalri lualr negeri yalng beralda l di 

Indonesial. 

g. Perwalkilaln dalri negalral a lsing sertal perwalkilaln da lri 

ba ldaln hukum Internalsionall. 
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Kewa ljibaln yalng ha lrus dilalkukaln Pemegalng Ha lk Palka li 

a lntalral lalin:   

a. Melalkuka ln pembalyalra ln ua lng sesuali dengaln 

ketentualn paldal sa lalt pemberialn halk. 

b. Penggunalaln talna lh halruslalh sesuali dengaln ketentualn 

ya lng aldal da llalm suralt keputusaln. 

c. Meralwa lt balngunaln sertal talna lh gunal menjalga l 

kelestalriala ln lingukungaln. 

d. Melalkuka ln penyeralha ln talna lh kepalda l pemilik salh 

nyal a lpalbilal halk pa lkalinyal telalh halbis. 

Terhalpusnyal Ha lk Palka li dika lrenalka ln hall-hall berikut ini : 

1. Ha lbisnyal malsal gunal ha lk palka li, jikal halk palka li 

dibaltalsi. 

2. Dibaltallkalnnya l Halk Palka li oleh pejalba lt yalng berhalk 

membaltallkaln kesepalka ltaln, dikalrenalkaln : 

a. Pemegalng halk tidalk memenuhi kewaljibalnnyal 

sertal melalnggalr ketentualn ya lng alda l da llalm Palsa ll 

50, Palsa ll 51 sertal Palsa ll 52. 

b. syalralt-sya lralt sertal kewaljibaln ya lng telalh 

disepalka lti tidalk dipenuhi. 

c. sertal keputusaln dalri pengaldilaln telalh 

berkekualtaln hukum tetalp. 

3. Si pemegalng halk melepalskaln ha lk pa lkalinyal a ltals 

kemalualnnyal sendiri. 

4. Dilalkukaln pencalbutaln halk yalng berdalsalrkaln palda l 

UU No. 20 Talhun 1961. 

5. Ba lngunaln altalu talna lh terlalntalr. 
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6. Ta lnalh yalng digunalka lnnyal hilalng alkibalt bencalna l 

a llalm: Palsa ll 55 PP. No.40 talhun 1996.49 

5. Halk Pengelolalaln 

Ha lk pengolalha ln alda llalh talna lh negalral ya lng 

pengelolala ln pelalksalnala lnyal sebalgialn diseralhkaln kepalda l 

pemegalng ha lk gunal untuk mengelolal sertal da lpa lt 

dimalnfala ltkaln talnalh tersebut. 

Da llalm jenis kepemilika ln Ha lk Pengelolala ln 

didallalmnyal terdalpa lt malca lm-malcalm halk ya litu Halk Gunal 

Ba lngunaln, Ha lk Palkali, Ha lk Milik, dalla lm alrtialn si 

pemegalng halk pengelolala ln dalpa lt membalgikaln halknyal 

kepalda l pihalk ketigal. Jenis halknya l iallalh, Ha lk Guna l 

Ba lngunaln, Ha lk Palka li daln Ha lk Milik dalri ketigal ha lk 

tersebut berbedal dengaln ha lk pengelolala ln, ketigal ha lk 

tersebut bergalntung palda l ha lk pengelolala ln. Alpalbilal halk 

pengelolala ln beralkhir malka l beralkhir jugal ketigal ha lk 

tersebut. Sertal halrus diingalt Halk Milik palda l Ha lk 

Pengelolalaln itu berbedal dengaln Ha lk Milik murni seperti 

pertalna lhaln palda l umumnya l, halk milik yalng beralda l di 

lingkup Halk Pengelolala ln itu halknya l terbaltals dikalrenalka ln 

terbaltals oleh Halk Pengelola laln. Bedal dengaln Halk Milik 

ya lng beraldal dilualr Halk Pengelolalaln Ha lknyal itu talnpal 

ba ltals. 

Ha lk Pengelolala ln dalpa lt terha lpus kalrenal hall-ha ll berikut 

ini : 

a. Dilepalska ln oleh si pemegalng halk itu sendiri. 

b. Ha lk pengelolala ln dibalta llkaln kalrenal talna lh yalng telalh 

di dalpa ltkaln halk pengelolala lnyal itu tidalk 

 
 49Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,(Vol. 2, No.2 Juli Tahun 2017),9,20 
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dipergunalkaln sebalik mungkin sesuali dengaln 

perjalnjialn yalng berlalku. 

c. Dicalbutnyal halk dikalrenalka ln dipergunalkaln untuk 

kepentingaln bersalmal. 

d. Ha lbisnyal ma lsal Ha lk Pengelolala ln jikal pa lda l sala lt 

pemberialn Ha lk tersebut diba ltalsi walktunyal. 

e. Ta lnalhnyal hilalng alkibalt bencalna l a llalm.50 

6. Halk Milik Saltualn Ruma lh Susun 

Ha lk milik saltualn rumalh susun dallalm Undalng-

Unda lng No. 20 Talhun 2011 aldalla lh balnguna ln berupal 

gedung yalng bertingkalt yalng didirikaln di sebualh wilalya lh 

tertentu yalng dibalgi-ba lgi ya lng dibualt sefungsiona ll 

mungkin, balik dallalm bentuk horizontall altalupun verticall 

itu semual dallalm saltualn yalng dimalnal malsing-malsingnyal 

bisal dimiliki sertal di palkali secalral terpisalh-pisalh. Alpallalgi 

da llalm berbentuk hunialn yalng dimalnal a ldal ya lng nalmalnyal 

ba lgialn bersalmal itu milik oralng balnya lk, talna lh bersalma l 

da ln bendal bersalmal. 

Malsa l berlalkunyal Ha lk Saltualn Rumalh Susun itu 

sendiri mengikuti jenis halk talna lhnyal. Misallnyal halk yalng 

berlalku itu Halk Guna l Ba lngunaln malka l untuk hall seperti 

ha lbisnyal malsal HGB a ltalupun perpalnjalnga ln malsa l HGB 

semual itu mengikuti ketentualn yalng berlalku telalh 

dicalntumkaln di HGB tersebut daln misallkaln halk ya lng 

gunalka ln iallalh halk palkali malka l ketentualn yalng berlalku itu 

iallalh ha lk pa lkali ya lng dima lnal ketentualn ya lng berlalku 

iallalh halk palka li yalng halrus diikuti tidalk boleh dilalngga lr. 

 
50Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,(Vol. 2,No.2 Juli Tahun 2017),9,20 
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Telalh dijelalskaln di altals taldi, hall ini jugal berlalku untuk 

jenis-jenis halk yalng lalinnya l. Da llalm hall perpalnjalnga ln 

talna lh rumalh susun itu sendiri iallalh talnggung jalwa lb da lri 

pengembalng itu urusaln merekal, dikalrenalkaln ha lk sertal 

kewaljibalnnyal itu melekalt kepaldal pengembalng itu 

sendiri. Sedalngkaln ha lk si pemilik rumalh susun itu halnyal 

berlalku palda l salralna l daln pralsalra lnal da ln balngunaln saljal. 

7. Halk Sewal  

Ha lk sewal iallalh halk untuk mengelolalh altalu 

mendirikaln balngunaln di sua ltu talnalh yalng telalh disewal 

ya lng pembalya lralnnyal telalh disepalka lti alntalral sipenyewa l 

da ln sipemberi sewal. Kesepa lkaltaln sewa l menyewal ini bisa l 

berupal lisaln a ltalupun tertulis. Alka ln tetalpi untuk sewa l 

menyewal a llalngkalh baliknyal dilalkuka ln tertulis salja l kalrena l 

da llalm pembuktialn sewa l menyewal bisal lebih kua lt. 

Sebenalrnyal dallalm UUPAl itu sendiri iallalh sewal menyewa l 

da llalm hall talna lh untuk didirikaln balngunaln, bukaln untuk 

pertalnialn a ltualpun peternalka ln, nalmun di lalpalnga ln ha ll 

sewal menyewal ini bisal berlalku da llalm hall alpa lpun yalng 

penting disepalka lti alntalra l kedual belalh pihalk da ln oleh 

sebalb itu dallalm hall sewal menyewal talna lh alntalral pemilik 

da ln penyewal talna lh kedua l belalh pihalk menentuka ln 

kesepalka ltaln merekal dallalm hall a lpalpun balik itu seperti 

malsal perpalnjalngaln sewa51l. Berikut aldallalh pihalk ya lng 

bisal melalkukaln sewal, yalitu : 

 
51Reda Manthovani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di 

Indonesia,( Vol. 2, No.2 Juli Tahun 2017),9,20 
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a. Berkewalrgalnegalrala ln Indonesial. 

b. Oralng a lsing yalng berdomisili di Indonesial. 

c. Ba ldaln hukum yalng dibualt di Indonesial sertal halrus 

beraldal di Indonesial. 

d. Ba ldaln hukum milik oralng lua lr tetalpi halrus memiliki 

perwalkilalnnya l di Indonesial. 

Dihalpusnyal halk sewal dikalrenalka ln hall-hall berikut ini: 

a. Telalh halbis malsal sewa l talnalhnyal. 

b. Keputusaln halkim berkekua ltaln hukum tetalp malkal 

jikal a lda l putusaln halkim yalng berisi dibaltalsinyal sewal 

menyewal talna lh dikalrenalka ln kepentingaln tertentu 

malka l tidalk dalpa lt digalnggu gugalt lalgi. 

c. Si penyewal melepalskaln talna lh sewalnyal dengaln 

ikhlals a ltalu altals kemalua lnnya l sendiri. 

d. Ta lnalh hilalng a lkibalt bencalna l allalm. 

e. Dicalbutnyal halk sewal talna lh dialkibaltkaln kalrenal 

kepentingaln umum tidalk bisal digalnggu gugalt lalgi 

ka lrenal sudalh tercalntum di UU No.20 ta lhun 1961, 

sertal da llalm hall pencalbutaln secalral pa lksal itu alkaln 

diberikaln ga lnti ruginyal.52 

Pihalk yalng berhalk iallalh piha lk yalng mengualsa li altalu 

memiliki objek pengaldala ln talna lh daln sebalga li pemegalng 

ha lk altals talnalh.53 

 
52Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah 

& Penyelesaian Sengketa Tanah,(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2019) 

,2,20 
53M Arba, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 

(Jakarta Sinar Grafika, 2019),65,66 
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Pengalda laln ta lnalh untuk kepentingaln umum 

dilalksa lnalka ln berdalsalrka ln alsals-alsa ls yalng dimualt dalla lm 

Pa lsall 2 UU No. 2 Talhun 2012, yalitu :  

a. Alsals Kemalnusialaln 

b. Alsals Kealdilaln 

c. Alsals Kemalnfalaltaln 

d. Alsals Kepalstialn 

e.  Alsals Keterbukalaln 

f. Alsals Kesepalkaltaln 

g. Alsals Keikutsertalaln 

B. Hukum Islalm 

1. Pengertialn Hukum Islalm  

Hukum Islalm altalu syalrialt islalm aldalla lh sistem kalidalh-

ka lidalh yalng didalsa lrkaln pa ldal wa lhyu Alllalh SWT da ln 

Sunnalh Ralsul mengenali tingkalh la lku mukalllalf (oralng yalng 

sudalh dalpa lt dibebalni kewaljibaln) yalng dialkui daln diyalkini, 

ya lng mengikalt balgi semua l pemeluknyal. Da ln ha ll ini 

mengalcu palda l alpal ya lng tela lh dilalkukaln oleh Ralsul untuk 

melalksalna lkalnnya l secalral totall. Syalrialt menurut istilalh 

beralrti hukum-hukum yalng diperintalhkaln Alllalh SWT 

untuk umaltNyal ya lng dibalwa l oleh seoralng Na lbi, balik ya lng 

berhubungaln dengaln kepercalya la ln (alqidalh) malupun ya lng 

berhubungaln dengaln a lmalliya lh.  

Sya lrialt Islalm menurut ba lhalsa l beralrti jallaln yalng 

dilallui umalt malnusial untuk menuju kepaldal Alllalh Tal'a lla l 

da ln ternyaltal islalm bukalnla lh halnyal sebualh a lgalmal ya lng 

mengalja lrkaln tentalng balga limalna l menjallalnkaln ibalda lh 

kepalda l Tuhalnnyal saljal. Keberalda la ln alturaln a ltalu sistem 

ketentualn Alllalh SWT untuk mengaltur hubungaln malnusial 

dengaln Alllalh Tal'a lla l da ln hubungaln malnusial denga ln 
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sesalmalnyal. Alturaln tersebut bersumber palda l seluruh aljalraln 

Islalm khususnyal All-Quraln da ln Haldits. 

Definisi hukum Isla lm alda llalh syalrialt yalng beralrti 

a lturaln yalng dialdalka ln oleh Alllalh untuk umalt-Nya l ya lng 

dibalwa l oleh seoralng Na lbi SAlW balik hukum ya lng 

berhubungaln dengaln kepercalya la ln (alqidalh) malupun 

hukum-hukum yalng berhubungaln dengaln almalliya lh 

(perbualtaln) yalng dilalkukaln oleh umalt Muslim 

semualnya l.54 

2. Sumber-Sumber Hukum Islalm  

Hukum Islalm bukaln halnya l sebualh teori saljal na lmun 

a ldallalh sebualh a lturaln-a ltura ln untuk diteralpkaln di dallalm 

sendi kehidupaln malnusia l. Kalrenal ba lnyalk ditemui 

permalsalla lhaln-permalsallalha ln, umumnyal dalla lm bida lng 

a lgalmal ya lng sering kalli membualt pemikiraln umalt Muslim 

ya lng cenderung kepalda l perbedala ln. Untuk itulalh 

diperlukaln sumber hukum Islalm sebalga li solusinyal, ya litu 

sebalgali berikut :  

a. All-Quraln  

 Sumber hukum Islalm yalng pertalmal aldallalh All-

Quraln, sebualh kitalb suci umalt Muslim yalng 

diturunkaln kepa ldal na lbi teralkhir, yalitu Nalbi 

Muhalmmald SAlW melallui Mallalikalt Jibril. A ll-Quraln 

memualt kalndungaln-ka lndungaln ya lng berisi perintalh, 

lalralnga ln, alnjuraln, kisalh Islalm, ketentualn, hikmalh daln 

sebalgalinyal. All-Qura ln menjelalskaln secalral rinci 

ba lgalimalnal sehalrusnyal malnusial menjallalni 

 
54Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yongyakarta, 

Gramasurya, 2015),1 
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kehidupalnnyal a lga lr terciptal malsya lralkalt ya lng ber 

a lkhlalk mulial. Malkal dalri itulalh, alya lt-alya lt All-Qura ln 

menjaldi lalndalsaln utalmal untuk menetalpkaln sualtu 

syalrialt.  

b. All-Haldist  

 Sumber hukum Islalm yalng kedual a ldallalh All-

Ha ldist, yalkni segallal sesualtu yalng berlalnda lskaln paldal 

Ra lsulullalh SAlW. Balik berupal perkaltala ln, perilalku, 

dialmnyal belialu. Di dallalm All-Ha ldist terkalndung 

a lturaln-a lturaln yalng merinci segallal a lturaln yalng malsih 

globall dallalm All-quraln. Ka ltal ha ldits yalng mengallalmi 

perlualsaln malknal sehingga l disinonimkaln dengaln 

sunnalh, malkal da lpalt beralrti segallal perkaltala ln (salbda l), 

perbualta ln, ketetalpaln ma lupun persetujualn dalri 

Ra lsulullalh SAlW ya lng dija ldikaln ketetalpaln a ltalupun 

hukum Islalm. 

c.  Ijmal’ 

 Kesepalkaltaln seluruh ulalma l mujtalhid paldal sa ltu 

malsal setelalh zalmaln Ralsulullalh a ltals sebualh perkalra l 

da llalm algalmal da ln ijmal’ ya lng dalpa lt dipertalnggung 

jalwa lbkaln a lda llalh yalng terjaldi di zalmaln sa lhalba lt, 

merekal palral ulalmal telalh berpencalr dengaln jumlalhnyal 

ya lng balnyalk da ln perselisiha ln malkin balnyalk sehingga l 

talk da lpalt dipalstikaln ba lhwa l semual ula lmal telalh 

bersepalkalt. 

d. Qiyals  

 Sumber hukum Islalm yalng keempalt setelalh All-

Quraln, All-Ha ldits daln ijmal’ alda llalh Qiyals. Qiyals 

beralrti menjelalska ln sesualtu yalng tidalk alda l dallil 

na lshnyal da llalm All-quraln altalupun haldis dengaln calra l 
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membalndingkaln sesualtu yalng serupal dengaln sesualtu 

ya lng hendalk diketalhui hukumnyal tersebut. Alrtinyal 

jikal sua ltu nalsh telalh menunjukkaln hukum mengenali 

sualtu kalsus dallalm algalmal Islalm daln telalh diketalhui 

melallui sallalh saltu metode untuk mengetalhui 

permalsalla lhaln hukum tersebut, kemudialn a ldal ka lsus 

lalinnyal yalng sa lmal dengaln kalsus yalng aldal na lshnyal itu 

da llalm sualtu hall itu jugal. Ma lkal hukum kalsus tersebut 

disalmalkaln dengaln hukum ka lsus yalng alda l nalshnyal.55 

3. Malcalm-Malcalm Hukum Islalm 

Tialp sendi-sendi kehidupaln malnusial, a lda l taltal a lturaln 

ya lng halrus ditala lti. Bilal bera ldal da llalm malsyalralka lt malka l hukum 

malsyalralka lt halrus dijunjung tinggi. Begitu pula l dengaln 

memeluk algalmal Isla lm, yalitu alga lmal ya lng memiliki alturaln. daln 

a lturaln yalng pertalmal ka lli halrus kital pa lhalmi alda llalh a lturaln Alllalh. 

Segallal a lturaln Ila lhi dalla lm segallal bentuk hukum-hukum 

kehidupaln malnusial tertua lng di dallalm All-Quraln yalng 

dilengkalpi penjelalsalnnyal da llalm haldits Nalbi SAlW. Berikut ini 

a ldallalh malca lm-malca lm hukum Islalm : 

a. Wa ljib  

  Waljib alda llalh sesualtu perbualta ln yalng jikal 

dikerjalkaln alka ln mendalpa ltkaln palhallal daln jika l 

ditinggallkaln a lkaln diberi siksal. Contoh dalri perbualtaln 

ya lng memiliki hukum waljib alda llalh shallalt limal walktu, 

memalka li hijalb balgi perempua ln, pualsal, melalksalna lkaln 

ibalda lh halji balgi yalng malmpu, menghormalti oralng 

non muslim daln balnya lk lalgi. 

 
55Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi 

Manusia,( Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 

Tahun 2017)24,25 
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b. Sunna lh  

 Sunnalh iallalh sesualtu perbualta ln yalng dituntut 

a lgalmal untuk dikerjalkaln tetalpi tuntutalnnya l tidalk 

salmpali ke tingkaltaln wa ljib altalu sederhalna lnya l 

perbualta ln yalng jikal dikerjalka ln alka ln mendalpaltkaln 

pa lhallal daln jikal ditinggallkaln tidalk alka ln mendalpaltkaln 

siksala ln a ltalu hukumaln. Contoh dalri perbualtaln yalng 

memiliki hukum sunnalh ia lla lh shallalt ya lng dikerjalka ln 

sebelum/sesudalh shallalt falrdhu, membalcal shallalwa lt 

Na lbi, mengelualrkaln sedekalh daln sebalgalinyal. 

c. Halralm  

 Ha lralm iallalh sesualtu perbualtaln yalng jikal 

dikejalka ln palsti alkaln menda lpaltkaln siksalaln da ln jikal 

ditinggallkaln a lka ln menda lpaltkaln pa lhallal. Contoh 

perbualta ln yalng memiliki hukum ha lralm a ldallalh 

berbualt zinal, minum allkohol, bermalin judi, mencuri, 

korupsi daln ba lnyalk lalgi. 

d. Malkruh  

 Malkruh aldallalh sualtu perbua ltaln yalng diralsalka ln 

jikal meninggallkaln nyal itu lebih balik dalri palda l 

mengerjalka ln nyal. Contoh da lri perbualtaln malkruh ini 

a ldallalh malka ln balwa lng, merokok daln sebalga linyal. 

e. Mubalh  

 Mubalh a ldallalh sua ltu perbualtaln yalng 

diperbolehkaln oleh algalma l a lntalral mengerjalka lnnya l 

a ltalu meninggallkalnnyal. Contoh dalri mubalh a ldallalh 
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olalhralga l, menjallalnkaln bisnis, salralpaln da ln 

sebalgalinyal.56 

4. Kepemilikaln Altals Talnalh Dallalm Islalm  

Islalm mengalkui talna lh seba lgali sumber kehidupaln ba lgi 

malnusial. Islalm jugal mendorong pemalnfala ltalnnya l untuk 

memalksimallkaln kesejalhtera laln malsyalra lkalt. Ha ll yalng demikialn, 

terlihalt dallalm All-Quraln Als-Sa ljalda lh a lyalt 27 yalng menyebutkaln  

“daln alpa lkalh merekal tidalk memperhaltikaln balhwa lsalnya l Kalmi 

menghallalu hujaln ke bumi ya lng talndus, lallu Kalmi tumbuhkaln 

dengaln alir hujaln itu talnalm-ta lnalmaln yalng da lri palda lnya l dalpalt 

malkaln binaltalng-binaltalng ternalk merekal da ln merekal sendiri.”57 

Da llalm Islalm, pemilik talna lh yalng sebenalrnyal alda llalh 

Alllalh. Sementalral  malnusial da lpalt memiliki talna lh, sebalgali 

kepercalyala ln dalri Tuhaln yalng halrus digunalkaln untuk 

kepentingaln diri sendiri daln oralng lalin. Konsep kepemilikaln 

ha lkiki talnalh yalng disimpulka ln dalri All Quraln Suralh All-Furqaln 

a lyalt 2 menyaltalka ln : "Yalng memiliki keraljala ln lalngit da ln bumi, 

tidalk mempunyali a lnalk, tidalk a ldal sekutu balgi-Nya l da llalm 

kekualsala ln-Nya l, daln Dial menciptalka ln segallal sesualtu, lallu 

menetalpkaln ukuraln-ukuralnnyal dengaln tepalt."58. Sementalra l 

pengalkualn kepemilikaln talna lh individu dalpa lt dilihalt dalri Haldits 

ya lng menyalta lkaln : 

 
56Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi 

Manusia,( Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 

Tahun 2017) ,25,26 

      57Ahsin Sakho Muhammad dkk, Al-Qur’an Dan Terjemahan 

Kemenag,(Forum Pelayanan Al-   Qur’an Yayasan Pelayan Al-Qur’an 

Mulia,2019) 

      58Ahsin Sakho Muhammad dkk, Al-Qur’an Dan Terjemahan 

Kemenag,(Forum Pelayanan Al-Qur’an Yayasan Pelayan Al-Qur’an 

Mulia,2019) 
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دِْْ عَب  ب نِْ دِْ مُحَمَّ ْ جَع فَرٍْعَن  أبَيِْ ب نِْ ِْ عُبَي دِْاللَّّٰ ْ اللَّي ثُْعَن  ثنَاَْ حَدَّ بكَُي رٍْ ب نُْ يَىْ يحَ  ثنََاْ حَدَّ

ْْ ُْعَن هَاْعَن  ْعَائِشَةَْرَضِيَْاللَّّٰ وَةَْعَن  ْعُر  مَنِْعَن  ح  ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْقاَلَْْالرَّ ِْصَلَّىْاللَّّٰ النَّبيِ 

ُْعَن هُْفيِْ وَةُْقَضَىْبهِِْعُمَرُْرَضِيَْاللَّّٰ ْقَالَْعُر  ْلِأحََدٍْفهَُوَْأحََق  ضًاْلَي سَت  مَرَْأرَ  ْأعَ  مَن 

 ٢٣٣٥خِلََفَتهِِ.ْْ)صحيحْالبخاريْ(ْرقم.ْْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin 

Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari 

['Ubaidullah bin Abi Ja'far] dari [Muhammad bin 

'Abdurrahman] dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 

memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak 

bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya". 'Urwah 

berkata: 'Umar radliallahu 'anhu menerapkannya dalam 

kekhilafahannya. (Hadist sohibul bukhori. Nomor hadist 2335) . 
59 

Ha ldist di altals, selalin merupa lkaln pengalkualn terhalda lp 

pemilikaln peroralnga ln, jugal mendorong keseja lhterala ln 

malsyalralka lt dengaln melalralng menelalntalrkaln talna lh. Talna lh yalng 

ba lru dibukal halruslalh diusalha lkaln pengerjala lnnyal selalmal 3 

talhun. Alpalbilal ditelalntalrka ln, malka l halknyal kemballi menjaldi 

milik umum, yalitu oralng lalin da lpalt memilikinyal dengaln 

mengusalhalka ln talnalh tersebut. Ketentualn yalng demikialn, 

terlihalt dallalm Haldist yalng menyebutkaln : “Talnalh umum aldallalh 

milik Alllalh daln Ra lsul, setelalh itu milik kalmu semual. Ba lralng 

sialpal ya lng menghidupkaln ta lnalh ya lng malti, malka l ta lnalh itu 

menjaldi miliknyal. Seoralng pengklalim talna lh tidalk punyal ha lk 

setelalh tigal ta lhun (membialrkaln talna lhnyal ta lnpal diusalha lkaln).” 

Ha ldist ini menunjukkaln ba lhwal da llalm Islalm pemilika ln talna lh 

tidalk didalsa lrkaln palda l suralt bukti kepemilikaln, melalinkaln 

 
      59 KIitab Hadist sohihul bukhori. Nomor hadist 2335 . 
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berdalsalrkaln pengusalha lalnnya l oleh seseoralng, sehingga l talnalh 

tersebut memberi malnfala lt ba lik balgi diri pemiliknyal malupun 

ba lgi kesejalhterala ln malsya lralka lt.60 

5. Ghalsalb Ta lnalh 

         Pengertialn Ghalsalb iallalh mengualsali halrtal  altalu 

kepunyalaln milik oralng lalin secalra l dengaln teralng-tera lngaln. 

Dengaln ha ll ini, ghalsa lb itu berbedal denga ln pencuria ln daln 

peralmpokaln. Ketigalnyal iallalh salmal-salmal mengualsa li halrtal 

a ltalu halk milik oralng lalin. Bedalnya l, ghalsalb dilalkukaln dengaln 

calra l teralng-teralngaln denga ln mengalmbil halrtal kepunyala ln 

oralng lalin,sedalngkaln pencurialn dilalkukaln secalral sembunyi-

sembunyi,sertal berbedal lalgi dengaln peralmpokaln dila lkukaln 

secalral teralng-teralnga ln, na lmun aldal unsur kekeralsa ln di 

dallalmnyal.61 

   Alda l beberalpa l perbedala ln definisi ghalsalb ya lng dikemuka ln 

oleh palral ulalmal, sebalga lima lnal ya lng dikutip di dallalm buku  

Halrun berjudul Fiqh Mualma llalh sebalga li berikut: 

1) Jumhur Ulalmal Ghalsalb iallalh oralng yalng mengalmbil ha lk 

milik oralng lalin talnpal izin balik itu dallalm bentuk halrtal 

ya lng alda l malnfala ltnyal, menurut Jumhur Ulalmal, seseoralng 

ya lng melalkukaln perbualtaln Ghalsalb ini halrus menggalnti 

rugi balralng yalng telalh diGhalsalb. 

2) Ulalmal Ha lna lfiyalh mengalrtikaln Gha lsalb ialla lh 

menggunalkaln ba lralng milik oralng lalin talnpal seizin 

 
60Yanto Sufriadi, Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum 

Adat Dan Hukum Islam, (Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 

Nomor 1),12,13 

61Mustofa Dieb Al-Bigha, Fiqh Islam Lengkap dan Praktis, 

Terjemah Achmad Sunarto, (Surabaya,Insan Amanah 2014),261 
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pemilik balra lng,oralng itu tida lk halrus dituntut galnti rugi, 

ka lrenal seseoralng itu tidalk mengalmbil halk oralng tersebut, 

ha lnyal saljal sekedalr memalnfala ltkaln balralng tersebut. 

Sementalral balralngnyal tetalp utuh. Nalmun Ulalmal 

Ha lnalfiyalh tidalk membena lrkaln pemalnfalalta ln balralng 

milik oralng lalin talnpa l izin ka lrenal perbualtaln tersebut 

termalsuk dosal.  

3) Ulalmal Syalfi’I berpendalpa lt tentalng Gha lsalb ya lkni 

mengalmbil halrtal bendal ora lng lalin secalral dzolim altalu 

secalral palksal. Menurut penda lpalt Ulalmal Malzhalb Syalfi’i  

Gha lsalb tidalk ha lnyal menga lmbil malteri balralng na lmun 

jugal malnfalalt sualtu balralng. 

 Da lri penjelalsaln mengenali definisi Ghalsalb dialtals, 

da lpalt disimpulkaln balhwa l Ghalsalb alda llalh perbualtaln 

mengualsa li balralng secalral sewenalng-wena lng alta lu secalral 

pa lksal milik oralng lalin ta lnpal ha lk sedikitpun, buka ln 

peralmpokaln a ltalu pencurialn, balik itu penggunalaln ha lrtal 

bendal malupun penggunala ln bendal. 

 Segallal sesualtu perbualtaln dalpa lt dikaltegorikaln 

sebalgali perbualtaln Ghalsalb alpa lbilal memenuhi ciri-ciri 

sebalgali berikut: 

  1) Pelalku ghalsalb 

  2) Korbaln peralmpalsaln 

  3) Balralng a ltalu halrtal peralmpa lsaln 

  4) Perbualtaln peralmpalsa ln.62 

 
 62Abdul Aziz Daglan ,Enslikopedia Hukum Islam,(Jakarta, ,Insan 

Amanah 2016),400 
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  Terjaldinyal Perbualtaln Ghalsalb Tentalng kalpa ln 

perbualta ln Ghalsalb itu terjaldi dalri pendalpa lt Jumhur Ulalma l 

yalng di kutip oleh Alhmald Sa lrwalt dallalm bukunyal, seba lgialn 

berpendalpalt cukup dengaln terjaldinyal pengualsala ln, nalmun 

sebalgialn lalgi halrus salmpa li ke tingkalt terlepalsnyal staltus 

kepemilikaln Penjelalsalnnyal sebalgali berikut: 

1) Pengualsala ln Menurut Jumhur Ulalmal berpendalpalt ba lhwa l 

sudalh terjaldinyal perbualtaln ghalsa lb alpa lbilal sudalh terjaldi 

pengualsala ln. Da llalm hall ini pelalku ghalsa lb melalkukaln 

perbualta ln mengualsali balralng talnpal izin pemiliknyal. 

Mengualsa li altals balralng pemilik alrtinyal tidalk halrus berupal 

melalkukaln pengualsala ln seca lral totall, cukup memalnfala ltkaln 

balralng si pemilik jikal tida lk digunalka ln, meski posisinyal 

malsih beraldal di wilalhnya l si pemilik. Contoh, sebualh 

kendalrala ln mobil telalh dikua lsali oleh pelalku ghalsa lb. Secalral 

fisik, kealda lrala ln mobil ma lsih alda l diwilalya lh pemiliknyal, 

nalmun kendalrala ln mobil itu dikunci daln disegel oleh pelalku 

ghalsa lb sehinggal pemilik alslinyal tidalk bisal 

menggunalkalnnya l.  

2) Terlepalsnyal staltus kepemilikaln dalri pemilik Seba lgialn 

ulalmal berpendalpa lt berbeda l dengaln pendalpalt perta lmal. 

Dallalm pendalpa ltnyal syalra lt ghalsa lb halrus salmpali terjaldinyal 

terlepalsnyal staltus kepemilikaln dalri pemilik. Malksudnya l 

balralng yalng telalh dighalsa lb benalr-benalr terlepals sepenuhnyal 

dalri talngaln pemiliknyal da ln bergalnti menjaldi milik pelalku 

dengaln secalral pa lksal da ln kekeralsa ln, a lpalbilal pemilik 

mengetalhui balra lngnyal digha lsalb oleh pelalku, malkal pelalku 
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halrus menalnggung jalwa lb menggalnti altals nilali daln ba lralng 

yalng serupa.l
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 BAlB III 

AlNAlLISIS TERHAlDAlP PUTUSAlN HAlKIM PN NOMOR 

180/Pdt.G/2013/PN/PLG 

A. Deskripsi Kalsus Tentang Sengketal Talnalh 

Na lmal-na lmal dalri palral pihalk yalng berperkalral palda l kalsus 

sengketal talnalh ha lk milik dengaln nomor perkalral 

180/Pdt.G/2013/PN/PLGPenggugalt I, R. RAlCHMAlN AlLIE, 

La lki-lalki, Alga lmal Islalm, Pekerjala ln :Swalstal, Allalmalt: Jallaln 

Ta lmaln Kenten No. 231 RT.03 RW.01 Keluralha ln Duku, 

Kecalmaltaln Ilir Timur II Pa llembalng, 

Penggugalt II, R.Al. MAlIMUNAlH AlLIE, Perempua ln, 

Algalmal Islalm, Pekerjala ln : Swa lstal, Allalmalt : Jallaln Talmaln Kenten 

No. 232 RT.03 RW.01 Keluralha ln Duku, Kecalmaltaln Ilir Timur 

II Pallembalng, dallalm hall ini Penggugalt I daln Penggugalt II 

diwalkili oleh kualsal hukumnyal : Allalmsyalh Ha lna lfialh, S.H., F.M. 

Muslim, S.H., Eerwin Simalnjuntalk, S.H daln Yudi Wa lhyudi, 

S.H. (Aldvokalt) yalng beralla lmalt di Lalw Office AlLAlMSYAlH 

HAlNAlFIAlH & PAlRTNERS, jallaln jenderall Sudirmaln No.1-C 

(salmping Malpoldal Sumsel) Pallembalng, berdalsalrka ln Suralt 

Kualsal Khusus talnggall 06 Nopember 2013.  

Tergugalt I, R.Al. CHODIJAlH, Allalmalt : Jallaln Ba lmbalng 

Utoyo Lorong Pinalng No.35 RT.015 RW.007 Keluralha ln 3 Ilir 

Kecalmaltaln Ilir Timur II Pallembalng.  

Tergugalt II, MAlRGONO MAlNGKUNEGORO, Alla lmalt 

di jallaln. Pedalti No. 12-Al RT.004 RW.001 Keluralhaln Mekalrjalya l 

Kotal Depok Provinsi Jalwa l Ba lralt, dalla lm hall ini Terguga lt I daln 

II diwalkili oleh kualsalnya l : Yutinus Joni, S.H., Subekti 

Irwalnsyalh, S.H., Cholid Fa lisol, S.H. daln Nalla l Pralya l Alkbalr, 
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S.H. kesemualnya l Aldvoka lt/ Pengalcalral-Penalsihalt Hukum palda l 

Ka lntor Hukum YUSTINUS JONI & REKAlN, beralla lmalt di 

jallaln Rudus Ga lng Pulali No.01 RT.32 Sekip Ujung Pallembalng, 

berdalsalrkaln suralt Kua lsal Khusus talnggall 12 Desember 2013. 

Tergugalt III, Balda ln Pertalna lhaln Na lsionall Kotal 

Pa llembalng, Allalmalt di ja llaln Kalpten Al. RIVAl’I No. 99 

Pa llembalng, dalla lm hall ini Tergugalt III diwalkili oleh kualsal 

hukumnyal : Alnalsron, S.H. Kepalla l Seksi Sengketal, Konflik daln 

Perkalral, Firmaln Frealddy Busroh, S.H, M.Hum. Ka lsubsi 

Perkalral daln Ra lni Alrvital,S.H,M.H. Kalsubsi Sengketal daln 

Konflik Pertalna lhaln, berdalsa lrkaln Suralt Kualsal Khusus talnggall 

09 Jalnualri 2014. 

Ka lsus ini bersumber paldal putusaln pengaldilaln,yalng telalh 

didalftalrkaln di Kepalniterala ln Pengaldilaln Negeri Kelals IAl 

Khusus Pallembalng talnggall 18 November 2013 dengaln nomor 

Register 180/ Pdt.G/PN.Plg. Dengaln isi gugaltaln sebalga li 

berikut: 

Allmalrhum R. AlLIE daln Allmalrhumalh KOESWAlTI AlLIE 

merekal alda llalh sepalsalng sua lmi istri yalng mempunyali 7 oralng 

a lnalk, alna lk pertalmal R.RAlCHMAlN AlLIE, R.HAlSAlN AlLIE, 

R.Al AlISYAlH AlLIE, R.Al.MAlIMUNAlH AlLIE, SUHAlDI AlLIE, 

R.Al.NURHAlYAlTI AlLIE, da ln yalng teralkhir R.Al. CHODIJAlH 

AlLIE. Allmalrhum R.AlLIE da ln Allmalrhumalh KOESWAlTI AlLIE 

memiliki halrtal berupal talna lh seluals + 1.912 m2 serta l dialta ls 

talnalh tersebut terdalpa lt balngunaln yalitu (Rumalh Budel yalng 

berbalhaln da lri kalyu), talnalh tersebut belokalsi di jallaln Talmaln 

Kenten No.232 daln 234 RT.03 RW.01 Keluralha ln Duku 

Kecalmaltaln Ilir Timur II Pallembalng. penggugalt I daln penggugalt 

II iallalh Alhli Walris dalri kelualrgal Allmalrhum R.AlLIE daln 

Allmalrhumalh KOESWAlTI AlLIE, dalri lalhir hinggal sekalralng 
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penggugalt malsih tinggall di rumalh peninggallaln kedua l oralng 

tualnyal itu, yalng ternyaltal rumalh yalng ial huni selalmal ini ternyaltal 

talnalhnyal ialla lh talnalh sengketal. Berikut ini aldallalh a lhli wa lris dalri 

kelualrgal allmalrhum R.AlLIE daln allmalrhumalh KOESWAlTI 

AlLIE, sebalga li berikut : 

1) R.RAlCHMAlN AlLIE 

2)  R.HAlSAlN AlLIE 

3)  R.Al AlISYAlH AlLIE 

4) R.Al.MAlIMUNAlH AlLIE 

5)  SUHAlDI AlLIE 

6) R.Al.NURHAlYAlTI AlLIE da ln 

7) R.Al. CHODIJAlH AlLIE  

Talna lh peninggalan dari orang tua ahli waris besertal 

Rumalh seluals -+ 1912 m2 tersebut, yalng secalral tibal-tibal 

tergugalt I talnpal sepengetalhua ln Palral Penggugalt daln Alhli Walris 

lalinnyal sudalh mensertifika lti rumalh tual da ln talna lh Walris 

Peninggallaln orang tua ahli waris seluals + 834 m2 dengaln 

Sertifikalt Halk Milik No.6989 Talhun 1997 dengaln Sura lt Ukur 

No.1485/1997 palda l talnggall 06 Algustus 1997. tergugalt III altals 

keinginaln tergugalt I menerbitkaln Sertifikalt Ha lk Milik No.6989 

Talhun 1997 dengaln suralt ukur No.1485/1997 paldal talnggall 06 

Algustus 1997 altals nalmal R.Al. CHODIJAlH (Terguga lt I) altals 

objek sengketal rumalh tual da ln talna lh walrisaln talnpal meneliti alsall 

mualsall halk kepemilikaln rumalh daln talnalh tersebut, tergugalt I 

sesuali falktal ya lng alda l ial secalral dia lm-dialm daln talnpa l 

sepengetalhua ln palra l penggugalt da ln a lhli wa lris lalinnya l, telalh 

menjuall talna lh wa lris dan ba lngunaln tual sertal ta lnalma ln yalng 

beraldal dialtalsnyal dalri Allmalrhum R.AlLIE daln Allmalrhumalh 

KOESWAlTI AlLIE kepalda l tergugalt II, setelalh itu paldal talnggall 
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04 Juni 2013 tergugalt II memballik nalmal sertifikalt rumalh daln 

talnalh wa lrisaln No.6989 Talhun 1997 dengaln Sura lt Ukur 

No.1485/1997 paldal talngga ll 06 Algustus 1997 tersebut (objek 

sengketal) di kalntor tergugalt III menjaldi altals nalmal MAlRGONO 

MAlNGKUNEGORO ya lng merupalka ln tergugalt II. Perbualtaln 

tergugalt I yalng telalh mensertifikalti talnalh da ln rumalh 

peninggallaln Allmalrhum R.AlLIE daln Allmalrhumalh KOESWAlTI 

AlLIE menjaldi alta ls nalmal tergugalt I, palda lhall terguga lt I talhu 

ba lhwal rumalh daln talnalh peninggallaln da lri Allmalrhum R.AlLIE 

da ln Allmalrhumalh KOESWAlTI AlLIE tersebut  merupalka ln halrtal 

wa lrisaln untuk 7 bersaludalral da ln bukaln halrtal pribaldi tergugalt I, 

malka l perbualtaln tergugalt I tersebut merupalkaln perbualta ln yalng 

melalwa ln hukum. perbualtaln ya lng dilalkukaln oleh tergugalt I yalng 

telalh menjuall talnalh besertal balngunaln tersebut kepalda l tergugalt 

II talnpal sepengetalhualn sertal persetujualn palral pengguga lt daln 

talnpa l persetujualn alhli wa lris lalinnyal iallalh perbualta ln yalng 

bertentalnga ln dengaln hukum. Palda l bulaln Mei talhun 2013 

tergugalt II daltalng ke lokalsi talna lh daln rumalh wa lris yalng telalh 

dibelinyal tersebut dalri tergugalt I, tergugalt II ial mengalta lkaln 

kepalda l penggugalt  I daln oralng yalng tinggall rumalh itu halrus 

meninggallkaln rumalh tersebut kalrenal talna lh besertal rumalh itu 

telalh dibeli oleh tergugalt II da lri tergugalt I. 

Jikal dilihalt alpa l ya lng dilalkukaln oleh tergugalt I daln 

tergugalt II kepalda l palral penggugalt sertal a lhli walris lalinnya l 

mengalla lmi kerugialn secalra l malteril malupun moril, kerugialn 

ya lng merekal alla lmi sebesalr :  

• Lua ls talnalh 1912 m2 dibalgi 7 (tujuh) alhli walris dikuralngi halk 

tergugalt I (R.Al. CHODIJAlH) = 1912 m2 : 7 = 273 m2 per 

oralng, luals talnalh ya lng dijua ll tergugalt I (R.Al. CHODIJAlH) 

kepalda l tergugalt II = 834 m2 – (273) halk Tergugalt I = 561 
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m2 sehinggal kerugialn alhli wa lris lalinnyal alda llalh 834 m2 - 

273 m2 = 561 m2 x Rp. 2.500.000,- (per meter) = 

Rp.1.402.500.000, 

• Lua ls balngunaln + 250 m2 x Rp.500.000,-(per meter) = Rp. 

125.000.000,- (saltu milyalr enalm raltus dual puluh tujuh juta l 

limal raltus ribu rupialh) ; KERUGIAlN MORIL, ya litu: - 

sebesalr Rp. 100.000.000,- == sehinggal totall kerugialn 

malteriil malupun moril Pa lral Penggugalt daln alhli wa lris 

lalinnyal alda llalh sebesalr Rp.1.402.500.000,- + 125.000.000 +. 

100.000.000 = Rp.1.627.500.000,- (saltu milyalr enalm raltus 

dual puluh tujuh jutal limal raltus ribu rupialh). 

1. Dalkwala ln 

Ha lrtal walrisaln dalri Allmalrhum R.AlLIE daln 

Allmalrhumalh KOESWAlTI AlLIE, yalitu talnalh berikut 

ba lngunaln tual (Rumalh Budel) yalng terbualt dalri kalyu ya lng 

beraldal dialtalsnyal ha lrtal wa lrisaln bersalmal a lhli walris yalitu : 

R.RAlCHMAlN AlLIE, R.HAlSAlN AlLIE, R.Al AlISYAlH 

AlLIE, R.Al.MAlIMUNAlH AlLIE, SUHAlDI 

AlLIE,R.Al.NURHAlYAlTI AlLIE sertal R.Al. CHODIJAlH 

AlLIE. 

Perbualtaln tergugalt I yalng telalh menjuall talna lh daln 

rumalh wa lrisaln kepalda l terguga lt II berdalsalrkaln Alktal Juall Beli 

Nomor 124/2013 talngga ll 29 Mei 2013 yalng dibualt oleh 

NOTAlRIS ETI MULYAlTI,SH,M.Kn. daln telalh diterbitkaln 

oleh tergugalt III Sertifikalt Ha lk Milik No. 6989 dengaln Suralt 

Ukur No.1485/1997 paldal ta lnggall 06 Algustus 2013 dengaln 

luals 834 m2 al.n. MAlRGONO MAlNGKUNEGORO 

(Tergugalt II) talnpal sepengeta lhualn da ln seizin palra l penggugalt 
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da ln alhli walris lalinnyal hall ini merupalka ln perbualtaln mela lwa ln 

hukum 

Alktal Juall Beli alntalral tergugalt I daln tergugalt II 

dengaln Nomor Alktal 124/2013 talnggall 29 Mei 2013 ya lng 

dibualt oleh Notalris ETI MULYAlTI,SH,M.Kn. dinya ltalkaln 

tidalklalh salh sertal tidalk mempunyali kekualtaln hukum 

mengikalt. Sertal Sertifikalt Ha lk Milik No. 6989 dengaln suralt 

ukur No.1485/1997 palda l ta lnggall 06 Algustus 1997 dengaln 

luals 834 m2 al.n. MAlRGONO MAlNGKUNEGORO 

(Tergugalt II) yalng telalh diterbitkaln oleh tergugalt III 

dinyaltalkaln tidalk salh da ln tida lk mempunyali kekualta ln hukum 

mengikalt lalgi. 

Di dallalm dalkwala ln itu tergugalt I daln tergugalt II 

dimintal untuk membalya lr kerugialn pa lral penggugalt daln a lhli 

wa lris lalinnyal yalng telalh dirugikaln balik secalra l ma lteril 

malupun moril, alda lpun kerugialn Malteriil yalitu sebesalr : Lua ls 

talna lh 1912 m2 dibalgi 7 (tujuh) alhli walris dikuralngi halk 

tergugalt I (R.Al. CHODIJAlH) = 1912 m2 : 7 = 273 m2 per 

oralng, luals talna lh yalng dijua ll tergugalt I (R.Al. CHODIJAlH) 

kepalda l tergugalt II = 834 m2 – (273) halk tergugalt I = 561 m2 

sehinggal kerugialn a lhli walris lalinnyal a lda llalh 834 m2 - 273 

m2 = 561 m2 x Rp. 2.500.000,- (per meter) = 

Rp.1.402.500.000,- (saltu milyalr enalm raltus dual puluh tujuh 

jutal limal raltus ribu rupialh) ; Luals balngunaln + 250 m2 x 

Rp.500.000,-(per meter) = Rp.125.000.000,-daln kerugialn 

moril, yalitu sebesalr Rp. 100.000.000,-. Sehinggal totall 

kerugialn malteriil malupun moril Palral Penggugalt daln alhli 

wa lris lalinnyal alda llalh sebesalr Rp.1.627.500.000,- (saltu 

milyalr enalm raltus dual puluh tujuh jutal limal ra ltus ribu 

rupialh) 
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Setelalh itu tergugalt I daln tergugalt II dihukum untuk 

membalyalr ualng pa lksal (dwa lngsom) sebesalr Rp.1.000.000,- 

(saltu jutal rupialh) untuk setialp halrinyal secalral talnggung 

renteng terhitung sejalk putusaln ini berkekualtaln hukum 

mengikalt. Menghukum tergugalt III untuk memaltuhi putusaln 

ini sertal menghukum terguga lt I, tergugalt II daln terguga lt III 

untuk membalyalr bialyal ya lng timbul dallalm perkalral ini. 

 

2. Putusaln Halkim Pengaldilaln Negeri Tentalng Kalsus 

Sengketal Talnalh  

Di jelalskaln pa ldal Pa lsall 1365 KUHPerdaltal sertal palsa ll-

pa lsall yalng lalinnyal, peralturaln perundalng-undalnga ln yalng 

berkalitaln dengaln perkalral ini Maljelis Halkim Mengaldili : I, 

da llalm Konvensi : dallalm eksepsi : Menyaltalka ln menolalk 

eksepsi Tergugalt I, Terguga lt II daln Tergugalt III ; da llalm 

pokok perkalral : Mengalbulka ln gugaltaln palral penggugalt untuk 

sebalgialn 

 Di dallalm ha lrtal wa lrisaln peninggallaln a llmalrhum. 

R.AlLIE da ln allmalrhumalh.KOESWAlTI AlLIE, ya litu talna lh 

berikut rumalh tual/rumalh budel yalng terbualt dalri kalyu yalng 

berdiri dialtalsnyal yalng terleta lk di jallaln Ta lmaln Kenten RT.03 

RW.01 Keluralha ln Duku Kecalmalta ln Ilir Timur II Pallemba lng 

aldallalh merupalkaln halrtal wa lrisaln bersalmal alhli walris ya lng 

aldal termalsuk alhli walris penggalnti 

Perbualtaln tergugalt I yalng telalh menjuall talnalh daln 

rumalh wa lrisaln seluals 834 (delalpaln raltus tigal puluh empalt) 

meter persegi kepalda l Terguga lt II berdalsa lrkaln Alktal Jua ll Beli 

No.124/2013 talngga ll 29 Mei 2013 yalng telalh dibua lt oleh 

Notalris ETI MULYAlTI,SH.M.Kn. daln telalh diterbitkaln 

oleh tergugalt III Sertipikalt Halk Miliknyal No.6989 Suralt 
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Ukur Sementalral No.1485/1997 talnggall 6 Algustus 1997 

ya lng telalh diballiknalma l altals nalmal MAlRGONO 

MAlNGKUNEGORO (Tergugalt II) talnpal sepengetalhualn 

da ln seizin palral penggugalt da ln alhli walris lalinnyal merupa lkaln 

perbualta ln melalwa ln hukum  

Jikal dilihalt alktal juall beli alntalral tergugalt I dengaln 

tergugalt II dengaln No.124/2013 talnggall 29 Mei 2013 ya lng 

dibualt oleh Notalris ETI MULYAlTI,SH.M.Kn. tidalk salh 

sertal tidalk memiliki kekualta ln hukum mengikalt,selalnjutnyal 

Sertipikalt Halk Milik No.6989 Suralt Ukur Sementalra l 

No.1485/1997 talnggall 6 Algustus 1997 seluals lebih kuralng 

834 (delalpa ln raltus tigal puluh empalt) meter persegi altals 

na lmal MAlRGONO MAlNGKNEGORO (Tergugalt II) ya lng 

telalh diterbitkaln oleh Tergugalt III dinyaltalka ln tidalk 

mempunyali kekualtaln hukum mengikalt. 

 Menghukum tergugalt III untuk memaltuhi putusaln ini ; 

Menolalk gugaltaln selalin daln selebihnyal, di dallalm perkalra l ini 

pa lral tergugalt dihukum untuk membalyalr bialya l perkalra l ya lng 

timbul dallalm perkalral ini ya lng hinggal kini diperhitungkaln 

sejumlalh Rp.1.002.000.00 (saltu jutal ribu rupialh). 

Di da llalm Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 

(UUPAl) sendiri merupalkaln ketentualn hukum malteril ya lng 

menjaldi lalndalsa ln pokok da lri seluruh alspek pengua lsala ln 

talna lh balik itu pemalnfala lta ln,pemilikaln ya lng semual ha ll 

berhubungaln dengaln talnalh. Untuk menggalpali tujualn da lri 

Pa lsall 33 alyalt (3) UUD 1945 yalng berbunyi, “Bumi,alir sertal 

kekalya laln a llalm yalng beralda l di dallalmnyal dikualsali oleh 

negalral da ln digunalka ln untuk kemalkmuraln ralkya lt”. 
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UUPAl memualt ketentualn-ketentualn malteril untuk 

mengaltur objek talna lh dinya ltalkaln di dallalm palsall 2 alya lt (2) 

UUPAl  mendefinisikaln halk mengualsa li negalral a ltals talna lh ini 

sebalgali kewenalngalnnegalral untuk: 

a.Mengaltur sertal mengaldalka ln  penggunala ln, persedia laln 

,pemelihalrala ln bumi, alir daln rualng alngkalsa l 

b. Menetalpkaln sertal mengaltur hubungaln hukum alntalral 

oralng balnya lk dengaln bumi,a lir daln jugal rualng alngkalsa l, 

c.Menetalpkaln sertal menaltal hubungaln hukum alntalra l ora lng 

ba lnyalk da ln perbualtaln-perbua ltaln hukum yalng berhubuga ln 

dengaln bumi, alir daln rualng a lngkalsal. 

UUPAl sebalgali lalndalsaln hukum talnalh di Indonesial 

berlalndalskaln paldal hukum aldalt mengenali talnalh yalng 

berkonsepsi komunallistik religius yalng memungkinkaln 

pengualsalaln talnalh secalral individuall sekalligus mengalndung 

unsur kebersalmalaln yalng beraldal didallalm Palsall 6 UUPAl 

dinyaltalkaln sebalgali fungsi sosiall dalri UUPAl inilalh terlalkhir 

alturaln alturaln lalin yalng salling berikaltaln altalu berhubungaln 

saltu dengaln yalng lalinnyal,seperti KUHP Palsall 263 daln altalu 

Palsall 264 daln altalu 266 terkalit pemallsualn suralt, daln altalu 

Palsall 372 terkalit penggelalpaln. Undalng Undalng Nomor 8 

Talhun 2010 Palsall 3, 4, daln 5 tentalng pencegalhaln daln 

pemberalntalsaln tindalk pidalnal pencucialn ualng. Sertal oralng-

oralng yalng melalnggalr palsall-palsall tersebut alkaln 

mendalpaltkaln hukumaln, contoh seperti Undalng Undalng 

Nomor 8 Talhun 2010 Palsall 3, 4, daln 5 tentalng pencegalhaln 
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da ln pemberalntalsa ln tindalk pidalnal pencucialn ua lng Alnca lmaln 

hukumalnnya l palling lalmal 20 talhun penjalral.63 

Terdalpa lt jugal paldal Palsa ll 385 alyalt (1) KUHP yalng 

berbunyi sialpal saljal ya lng mengalmbi alta lupun meralmpals ha lrta l 

oralng lalin berupal ta lnalh malka l oralng tersebut dialncalm 

dengaln hukumaln malksimall empalt talhun penjalral.64 

Da llalm upalyal menjalga l ha lknyal, setialp individu 

bergeralk mengikuti alturaln-alturaln yalng a ldal ya lng telalh 

disalhkaln daln berlalku. Alpa lbilal palral pihalk ya lng bersalngkutaln 

tidalk bisal menyelesalialka ln tuntutalnyal sendiri secalral da lmali, 

malka l pihalk lalin yalng meralsal dirinyal telalh dirugikaln da lpalt 

membalwa l sengketal tersebut ke ralnalh pengaldilaln untuk 

penyelesalia ln sengketal tersebut. Dalla lm penyelesalia ln 

sengketal talnalh melallui pengaldilaln bertujualn untuk 

mengemballikaln halk milik seseoralng yalng telalh dialmbil 

oralng lalin daln ingin mengemballikalnnyal seperti sedial ka llal.65 

 

 

 

 

 
63https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5tahun-

1960-lebih-dekat-18542/ diakses 18 mei 2023 

           64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 ayat (1) 

           65Sekati Lenda Palele, Penyelesaian Sengketa Tanah Di 

Pengadilan Menurut Uupa No. 5 Tahun 1960, (Lex Privatum Vol. 

Vii/No. 2/Feb/2019),11,13 

https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5tahun-1960-lebih-dekat-18542/
https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5tahun-1960-lebih-dekat-18542/
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B. Alnallisis Putusaln Halkim PN Nomor 180/Pdt.G/2013/PN/ 

PLG Tentalng Sengketal Talnalh Halk Milik 

1. Alna llisis Hukum Menurut UUPAl No.5 Ta lhun 1960 

Ketentualn hukum menurut UUPAl Nomor 5 Talhun 

1960 Palsall 52 mengenali putusaln ha lkim PN Nomor 

180/Pdt.G/2013/PN/PLG mengenali Sengketal Ta lnalh Ha lk 

Milik, sebalga li berikut66 : 

Sialpa l saljal ya lng melalngga lr ketentualn palsa ll 52 

dipidalna l dengaln hukumaln kurungaln selalmal-lalmalnya l 3 

bulaln daln/altalu dendal setinggi tingginyal Rp. 10.00067 

Da llalm konvensi daln rekonvensi Maljelis Halkim : 

Menghukum Tergugalt I Konvensi/turut tergugalt Rekonvensi 

I, Tergugalt II Konvensi/penggugalt Rekonvensi daln tergugalt 

III Konvensi/ turut tergugalt Rekonvensi II untuk memba lyalr 

bialya l perkalra l ya lng timbul da llalm perkalral ini yalng hinggal 

kini diperhitungkaln sejumlalh Rp.1.002.000.00 (saltu juta l dual 

ribu rupialh),daln Alktal Juall Beli alntalral Tergugalt I dengaln 

Tergugalt II dengaln No.124/2013 talnggall 29 Mei 2013 ya lng 

dibualt oleh Notalris Eti Mulyalti,SH.M.Kn. tidalk salh da ln 

tidalk mempunyali kekualta ln hukum mengikalt ; serta l 

Sertifikalt Halk Milik No.6989 Suralt Ukur Sementalral 

No.1485/1997 talnggall 6 Algustus 1997 seluals lebih kuralng 

834 (delalpa ln raltus tigal puluh empalt) meter persegi altals 

na lmal Malrgono Malngknegoro (Tergugalt II) yalng telalh 

 
66 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 
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diterbitkaln oleh Tergugalt III dinyaltalka ln tidalk mempunyali 

kekualtaln hukum mengikalt.68 

Implikalsi dalri tidalk berlalkunyal sertifikalt halk milik 

altalu dibaltallkalnya l ke albsalhaln sertifikalt halk milik yalitu oralng 

ya lng memiliki sertifikalt tersebut sudalh salngalt jelals tidalk 

memiliki halk a lpalpun terha ldalp ta lnalh sebelumnyal ka lrenal 

maljelis halkim telalh memutuskaln balhwa l sertifikalt halk milik 

ya lng salh a ldallalh serifikalt milik palral penggugalt sedalngkaln 

sertifikalt milik tergugalt II ya lng dibeli dalri tergugalt I ya lng 

telalh diballik nalmal oleh tergugalt III tidalk memiliki kekua ltaln 

hukum mengikalt salmal seka lli di malta l hukum yalng berlalku 

malka l paldal perkalral sengketal talna lh ini yalitu sesuali dengaln 

putusaln ha lkim PN Nomor 180/Pdt/PN/PLG tentalng 

sengketal talnalh ha lk milik di menalngkaln oleh palral penggugalt 

sertal ha lk-halk kepemilikaln talna lh tersebut jaltuh kemballi 

kepalda l palral penggugalt,daln sertifikalt yalng dimiliki tergugalt 

II dinyaltalka ln tidalk salh sertal tidalk memiliki kekualta ln hukum 

ya lng mengikalt. 

Kehalrusaln setialp individu memiliki sertifikalt talna lh  

terhalda lp talnalh ya lng dimilikinyal kalrenal dengaln a lda lnyal 

sertifikalt seseoralng a lkaln memiliki allalt bukti yalng kualt 

terhalda lp talnalh yalng dimilikinyal sertal hall ini merupa lkaln 

salla lh saltu tujualn dalri dilalkukalnya l pendalftalra ln altals talna lh 

sebalgalimalnal ya lng telalh termalktub di dallalm Palsall 3 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 mengenali 

 
68Putusan pengadilan negeri Palembang Nomor 180 /Pdt.G/ 

2013/PN/PLG Tentalng Sengketal Talnalh Halk Milik 
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Pendalftalraln a ltals Talnalh,sya lralt sertifikalt talnalh ya lng da lpalt 

dikaltaln memiliki kekualtaln hukum yalng tetalp iallalh ha lrus 

memenuhi beberalpal syalralt yalitu : 

1. Sertifikalt diterbitkaln secalral salh altals nalmal oralng altalu 

baldaln hukum,  

2. Talnalh diperoleh dengaln iktikald balik,  

3. Talnalh dikualsali secalral nyaltal, daln 

4. Dallalm walktu 5 (limal) talhun sejalk diterbitkaln sertifikalt 

itu tidalk aldal yalng mengaljukaln keberaltaln secalral tertulis 

kepaldal pemegalng sertifikalt daln Kepallal Kalntor 

Pertalnalhaln Kalbupalten/Kotal setempalt altalupun tidalk 

mengaljukaln gugaltaln ke pengaldilaln mengenali 

pengualsalaln talnalh altalu penerbitaln sertifikalt. 

Di dallalm putusaln ha lkim tersebut sudalh dijelalskaln 

ba lhwalh pa lral tergugalt yalng kalla lh halrus membalya lr bialya l 

perkalral ya lng ditimbulkaln da llalm perkalral tersebut,daln 

sertifikalt ya lng dimiliki oleh tergugalt II dinyaltalka ln tidalk salh 

da ln tidalk memiliki kekualtaln hukum yalng mengikalt, jaldi halk 

milik altals talnalh tersebut kemballi lalgi sepenuhnyal kepa ldal 

alhli wa lri dalri allmalrhum R.AlLIE daln a llmalrhumalh 

KOESWAlTIE AlLIE yalitu pa lral penggugalt daln a lhli wa lris 

ya lng lalinnyal, da ln keputusa ln dalri maljelis halkim tersebut 

tidalk da lpalt digalnggu gugalt lalgi oleh sialpalpun. 

5. Alna llisis Menurut Hukum Islalm 

Di dallalm hukum Islalm Pengalmbilaln halk milik talnalh 

oralng lalin secalral teralng-tera lngaln itu disebut dengaln ghalsalb, 

alpallalgi perbualtaln yalng telalh dilalkukaln oleh Tergugalt I ya lng 

telalh menjuall talna lh halk milik oralng lalin kepaldal Terguga lt II 

da ln telalh diballik nalmal melallui Tergugalt III paldal ka lsus 

sengketal talna lh dengaln Nomor perkalral 180/ Pdt.G/ 2013/ 

PN/Plg. 
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  Ghalsalb sendiri ialla lh menggunalkaln ha lk milik 

oralng lalin talnpal seizin ya lng punyal sa lmal hallnyal seperti 

ha llnyal mengalmbil halrtal ora lng secalral dzolim,itu salla lh saltu 

perbualta ln yalng dilalralng a lgalmal Islalm kalrenal perbua ltaln 

tersebut merugikaln oralng lalin. Dikalrenalka ln didallalm hukum 

Islalm menggunalka ln sertal memalka li halk milik oralng lalin 

ya lng diperbolehkaln halnya l dengaln ca lral meminjalm dalri 

pemiliknyal la lngsung,hall itu a lda l a lkaldnyal 'alriyalh (pinjalmaln) 

altalu wa ldi'alh (titipaln) altalu ijalralh (menyewal) altalu a lka ld 

lalinnyal yalng memiliki malknal pinjalmaln sertal oralng ya lng 

meminjalmkaln ridho terhalda lp oralng ya lng dipinjalminya l. 

Berbedal lalgi dengaln pencurialn, hall tersebut 

dilalkuka ln secalra l sembunyi-sembunyi, ghalsalb dikerja lkaln 

secalral teralng-teralngaln, nalmun hallnyal ghalsa lb ini sendiri  

tidalk sertal mertal berhubungaln dengaln wujud bendal saljal 

alkaln tetalpi  bisal jugal berupal talnalh,rumalh,lalha ln,daln 

sejenisnyal. Sertal sebalgali pengingalt kital Sebalgialn ha lrtal ya lng 

kital miliki iallalh halk milik oralng lalin seperti alna lk yaltim,falkir 

miskin daln sejenisnyal 

Da llalm alga lmal Islalm,hukum melalkukaln ghalsa lb iallalh 

ha lralm sertal alda l haldist yalng melalralng perbualtaln tersebut 

ya lng diriwalya ltkaln oleh All-Bukhalri daln Muslim seba lgali 

berikut : 

 

ْهِشَامٍْْ أْبَِيْزَائدَِةَْعَن  بْ نِ بْ نُْزَكَرِيَّاءَ يىَ يْحَ  أْبَِيْشَي بَةَْحَدَّثنََا بْ نُ رِ بَْك  أْبَوُ    حَدَّثنَاَ

ُْعَليَ هِْوَسَلَّمَْيقَوُلُْمَنْ  ْصَلَّىْاللَّّٰ ْسَعِيدِْب نِْزَي دٍْقاَلَْسَمِع تُْالنَّبِيَّ ْأبَيِهِْعَن  ْْ   عَن 

شِب رًْ ْْأخََذَْ أرََضِينَ. سَب عِْ ْ مِن  ال قِياَمَةِْ مَْ يوَ  قهُُْ يطَُوَّ فإَِنَّهُْ ظُل مًاْ ضِْ رَ  الأ  ْ مِن   اْ

 ٤١٣٥مسلم.ْرقمْ صحيحْ
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 

Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Zakaria bin Abu Zaidah dari Hisyam dari Ayahnya dari Sa'id 

bin Zaid dia berkata, "Saya pernah mendengar Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 

mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka pada hari 

kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi.(Sohih 

muslim. nomor 4135).69ㅤ 

  Di dalam karya buku Hasbiyallah yang berjudul 

"Sudah Syar'ikah Muamallahmu?" orang yang melakukan 

Ghasab diancam di dalam hadits sebagai berikut : 

  

ْْ ْأبَيِهِْعَن  ْسُهَي لٍْعَن  بٍْحَدَّثنَاَْجَرِيرٌْعَن  أبَِيْهرَُي رَةَْْوْحَدَّثنَِيْزُهَي رُْب نُْحَر 

ضِْ رَ  ْالأ  أحََدٌْشِب رًاْمِن  هِْوَسَلَّمَْلََْيأَ خُذُْ عَليَ  ُْ ِْصَلَّىْاللَّّٰ قاَلَْرَسُولُْاللَّّٰ قاَلَْ

ال قِياَمَةِ.ْ)صحيحْمسلم(ْْ مَْ يَو  أرََضِينَْ سَب عِْ إلَِىْ ُْ قَهُْاللَّّٰ ْطَوَّ إِلََّ حَق ِهِْ بِغيَ رِْ

 ٤١٣٦رقم.ْ

 

Artinya: Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] 

telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Suhail] dari 

[Ayahnya] dari [Abu Hurairah] dia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah 

seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, 

melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis 

bumi pada hari Kiamat kelak. Hadist sohih muslim. Nomor 

4136.70 

 
69 Kitab Sohih Muslim. Nomor 4135 

70Kitab Hadist Sohih Muslim. Nomor 4136 
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Kepalda l oralng ya lng melalkukaln kejalhtaln Ghalsalb 

algalmal Islalm memberikaln 2 jenis hukumaln sebalgali berikut: 

a) Oralng yalng melalkukaln ghalsalb mendalpa ltkaln dosal jikal ial 

telalh mengetalhui balralng a ltalu halrtal yalng dialmbilyal itu 

milik oralng lalin 

b) Jikal halrtal yalng dialmbilnyal itu malsih utuh tida lk 

berkuralng sedikitpun ma lkal wa ljib balgi oralng itu 

mengemballikalnnyal, daln jika l seballiknyal ba lralng alta lu halrtal 

ya lng dialmbilnyal itu telalh berkuralng altalupun rusalk ma lkal 

oralng yalng melalkukaln gha lsalb tersebut waljib mengga lnti 

rugi altalu mendalpaltkaln denda l altals perbualtnnyal itu. 

Dallalm hall ini ulalmal malzhalb seperti imalm Halnalfi 

daln malliki berpendalpalt dendal yalng yalng halrus dibalyalrkaln 

halrus setimpall dengaln alpal yalng dialmbil, alkaln tetalpi bilal 

tidalk aldal yalng salmal malkal dialmbil lalh halrgal tertinggi dalri 

bendal yalng telalh dialmbilnyal itu, ulalmal syalfi’iyalh 

berpendalpalt balhwalsalnyal dendal yalng halrus dibalyalrka ln 

ha lrus salmal halrga lnyal dalri petalmal pengalmbilaln bendal altalu 

ha lrtal tersebut salmpali palda l wa lktu penentualn dendal itu 

sendiri, sementalral ulalmal malzhalb imalm halnballi 

berpendalpalt dendal yalng ha lrus dibalyalrkaln iallalh sesuali 

dengaln ha lrgal pa lsalraln bend a litu paldal sa la lt bendal tersebut 

tidalk dijuall lalgi dipalsalra ln.71 

Staltus dalri kepemilikaln halrtal Ghalsalb menurut palndalnga ln 

ulalmal yalitu : 

 
71Hasbiyallah, Sudah Syarikah Muamalahmu,(Yogyakarta 

,2014),60 
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Ulalmal Ha lna lfiyalh mengalta lkaln jikal sealndalinyal 

seseoralng mengghalṣa lb lalha ln oralng lalin lallu ial 

menalnalminyal dengaln pohon di alta lsnyal, sementalral ha lrgal 

lalha ln itu lebih tinggi dalri halrgal pohon tersebut, ma lka l 

pelalku ghalṣalb dihalruskaln mencalbut pohon tersebut da ln 

mengemballikaln lalhaln tersebut dallalm kealda la ln kosong 

seperti semulal kepalda l pemiliknyal, kalrenal menurut ulalmal 

Ha lnalfiyalh seperti yalng tela lh dijelalskaln terdalhulu, tida lk 

a ldal gha lṣalb pa ldal ha lrtal tidalk bergeralk da ln halk kepemilika ln 

a ltals lalha ln tersebut tetalp altals pemiliknyal daln pelalku ghalṣalb 

ha lrus mengosongkalnnyal kemballi sebalb tidalk alda l ha lk ba lgi 

oralng yalng ẓallim.72 

Ulalmal Ha lna lfiyalh menga ltalkaln, ba lralng sialpal 

mengghalṣalb sebualh pohon jalti, lallu ial gunalkaln untuk 

membalngun sesualtu dialtals talna lh tempalt pohon jalti itu 

tumbuh altalu sekitalrnyal, sementalra l nilali ba lngunalnnyal 

lebih tinggi dibalya lrkaln oleh pelalku gha lṣalb. Jikal halrga l  

pohon jalti itu halrgalnyal lebih tinggi dalripalda l nilali 

ba lngunaln di altalsnyal, malka l kepemilikaln si pemilik pohon 

jalti tidalk hilalng dalri pohon jalti tersebut, kalrenal prinsip 

ya lng dipalkali disini iallalh mengalmbil salla lh saltu dalri dual 

kerugialn altalu kemudhalralta ln yalng palling ringaln.73 

Na lmun dallalm kitalb, “Talkmilaltul Falthi,” All-

Qa ldhi Zalda lh mengomentalri daln memberikaln calta ltaln a ltals 

pengklalsifikalsialn altalu pembedala ln dialtals (alntalral nilali 

pohonnyal lebih tinggi dalripa ldal nilali balngunalnnyal daln jikal 

 
72Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,Terjemah. 

Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta,Gema Insani, 2015),686 
73Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,Terjemah., 

2015),687 



78 
 

 
 

ha lrgal balngunalnnyal lebih tinggi dalri halrgal pohonnyal).74 Ia l 

mengalta lkaln sebenalrnyal da lri segi malknal a lta lu esensinya l, 

tidalk a ldal perbedala ln alntalra l jikal ha lrgal balngunalnnyal lebih 

tinggi dalripalda l ha lrgal pohonnyal dengaln ha lrgal pohon ya lng 

lebih tinggi dalripaldal halrgal ba lngunalnnyal, kalrenal di dalla lm 

kedual-dua lnyal kerugialn piha lk pemilik pohon sebenalrnyal 

bisal tertalmball altalu tergalntikaln dengaln mendalpaltka ln 

dendal galnti rugi sesuali ha lrgal pohonnyal, sedalngkaln 

kerugialn yalng a lkaln diallalmi oleh pelalku ghalṣa lb jikal 

sealndalinyal ia l dihalruskaln menghilalngkaln ba lngunalnnya l, 

a ldallalh kerugialn yalng sema ltal-malta l (tidalk tertalmball a ltalu 

tergalntikaln).  

Malka l oleh kalrenal itu, kerugialn a ltalu kemudhalraltaln 

ya lng lebih beralt tidalk boleh dialmbil selalmal ma lsih 

dimungkinkaln untuk mengemballikaln kerugialn a ltalu 

kemuḍalralta ln yalng lebih ringa ln. Kalidalh a ltalu prinsip ya lng 

digunalkaln da llalm malshlalh ini aldallalh, “kemuḍalralta ln ya lng 

lebih beralt dihilalngkaln dengaln kemuḍalralta ln yalng lebih 

ringaln (alpa lbilal dihalda lpkaln pa ldal sualtu kondisi di malna l di 

da llalmnyal terdalpa lt dual kemudhalrtaln, sallalh saltunyal lebih 

beralt daln saltunyal lebih ringa ln, malka l yalng halrus dialmbil 

a ldallalh kemudhalrtaln yalng lebih ringaln).75 

Jikal mengghalṣalb sualtu lalha ln, lallu ial bercocok 

talna lm, sementalral lalha ln tersebut memalng disialpkaln 

pemiliknyal untuk bercocok talna lm, malka l diberlalkuka ln 

kontralk Muzāral‟a lh di alntalral kedualnya l da ln menentuka ln 

 
74Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,Terjemah., 

2015),688 
75Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,Terjemah., 

2015),688 
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ba lgialn malsing-malsing. Na lmun alpalbilal lalha ln tersebut 

disialpka ln untuk disewalkaln malka l pelalku ghalṣalb wa ljib 

membalyalr sewal mīṡl (stalndalr) altals penggunala ln lalha ln 

tersebut. Nalmun jikal lalhaln tersebut tidalk disialpkaln untuk 

kedualnyal malka l pelalku ghalṣalb wa ljib membalyalr galnti rugi 

a ltals kekuralngaln ya lng terjaldi alkibalt alda lnyal a lktivitals 

penalna lmaln tersebut.76 

Ulalmal selalin Ha lnalfiyalh memalndalng ba lhwa l oralng 

ya lng mengghalṣalb sesualtu, kemudialn memalnfalaltkalnnya l 

malka l selalin ha lrus mengemballikaln ba lralng, ial jugal 

bertalnggung jalwa lb a ltals malnfala lt yalng dialmbilnyal. 

Menurut pendalpalt Ulalma l Mallikiyalh, balralng sia lpal 

mengghalṣalb talnalh, lallu ial menalna lmi pohon di altalsnyal, 

malka l pelalku tidalk dihalruska ln mencalbut pohon tersebut, 

sedalngkaln pemilik talna lh bisal memberi galntinyal denga ln 

ha lrgal yalng sesuali denga ln pohon tersebut kepa ldal 

pelalkunyal setelalh dikuralngi bialya l penebalnga ln.77 

Alpa lbilal a ldal seseoralng mengghalṣalb talna lh lallu ial 

bercocok talna lm, kemudialn pemilik talna lh kemballi pa ldal 

sala lt malsih proses penalnalma ln, malka l ial memiliki saltu da lri 

dual pilihaln, pertalmal mencalbutnyal da ln kedual meminta l 

pelalku membalyalr sewal talna lh tersebut. Nalmun jikal 

pengalmbil allihaln kemballi setelalh selesali penalnalmaln, a ldal 

pendalpalt yalng mengalta lkaln memiliki dual opsi pilihaln ya lng 

salmal, a lda l pendalpa lt lalin mengalta lkaln ha lrus membalya lr 

sewal sedalngkaln talna lmaln tersebut milik pelalku. 

 
76Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,Terjemah., 

2015),689 
77Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah, , 

2015),690 



80 
 

 
 

Ba lralng sialpa l melalkukaln pengghalṣalba ln terhaldalp 

sualtu lalhaln, la llu mendirikaln sebualh balnguna ln dialtalsnya l, 

malka l disini pemilik lalha ln memiliki dual opsi piliha ln. 

Pertalmal, memintal supalyal ba lngunaln yalng alda l dirobohka ln. 

Kedual, tetalp membialrkaln ba lngunaln yalng a ldal da ln 

memberi galnti rugi nilali balngunaln yalng a ldal kepalda l pela lku 

Ghalṣalb sesuali dengaln nilali balngunaln itu jikal dalla lm 

kealda laln terbongkalr setelalh dikuralngi bia lya l 

pembongkalraln, da ln pihalk pemilik tidalk berkehalrusaln 

memberi galntirugi nilali pengecaltaln da ln hall-hall ya lng 

serupal lalinnyal. Dengaln ka ltallalin, disini Mallikiyalh lebih 

memenalngkaln kemalslalhaltaln pemilik talnalh, kalrenal dirinya l 

a ldallalh ya lng memalng pihalk pemilik halk.  

Menurut ulalmal Sya lfiiya lh pelalku Ghalṣalb 

dihalruskaln untuk menebalng pohon yalng ditalna lmnya l 

dialtals talnalh ghalṣa lb, mengga lnti kekuralngaln yalng terja ldi 

bilal a ldal, mengemballikaln kondisi talna lh seperti semulal, da ln 

membalyalr sewal selalmal penggunala ln. Kalrenal tidalk a ldal ha lk 

ba lgi oralng-oralng ya lng ẓallim. Daln jikal pemilik talna lh 

menginginkaln balngunaln a lta lu pohon yalng beraldal di a ltals 

talna lh tersebut dengaln menggalntinyal dengaln ha lrgal ya lng 

sesuali, altalu tetalp membia lrkaln balngunaln altalu pohon 

tersebut dengaln meminta l bialya l sewal pengguna laln 

talna lhnyal, malka l menurut pendalpa lt yalng lebih kualt, pela lku 

ghalṣa lb tidalk berkehalrusaln memenuhi keinginaln tersebut, 

ka lrenal malsih memungkinka lnnyal untuk menghilalngka ln 

pohon tersebut talnpa l memba lyalr galnti rugi.  

Sealnda linyal pelalku Ghalṣalb menalbur benih di altals 

talna lh Ghalṣalb malka l pemilik berhalk memintal pelalku untuk 

mengelualrkalnnya l daln memintal galnti kekuralngaln ya lng 
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terjaldi. Sedalngkaln alpalbilal pemilik talna lh taldi meridhoi 

benih-benih itu beralda l di talna lhnyal, malkal pelalku tida lk 

boleh mengelualrkalnnyal. Alrtinyal pemilik memiliki ha lk 

untuk menghilalngkaln beka ls-bekals ya lng ditimbulkaln oleh 

pelalku Ghalṣalb talnpal menga llalmi kerugialn a lpalpun.  

Pendalpa lt ulalmal Halnba lli sa lmal seperti pendalpa lt 

ulalmal Sya lfi‟iyalh da llalm ma lsallalh pohon yalng ditalnalm di 

talna lh ghalṣalb. Alda lpun dalla lm kalsus talnalmaln pertalnialn 

ya lng ditalna lm di alta ls ta lnalh ghalṣalb, malkal merekal 

mengalta lkaln, balhwa l pemilik bisal memilih saltu dalri dual 

pilihalnyal itu membialrkaln talna lmaln tersebut denga ln 

memintal bialyal sewa l a ltalu mengalmbil allih talna lmaln ya lng 

a ldal da ln menggalnti bialya l talnalmaln ya lng dikelualrka ln 

pelalku, Pendalpa lt ini ialla lh pendalpalt yalng a ldil daln bisal 

untuk diteralpka ln.78 

Jikal dilihalt dalri Perkalral Sengketal Talna lh Halk 

Milik PN Nomor 180/Pdt.G/2013/PN/PLG dalri uralialn 

dialtals dalpalt disimpulkaln ba lhwal ghalsa lb aldalla lh perbua ltaln 

ya lng halralm daln imalm-imalm malzha lb jugal telalh 

membeberkaln sa lnksi-salnksi balgi palral pelalku ghalsalb 

sesuali dengaln yalng alda l dida llalm All’Qur’aln daln ha ldits. 

 

 

 

 

 
78 Wahbah Az-Zuhaili,Fiqh IslamWa Adillatuhu, Terjemah. 

2015),689,691 
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Persalmalaln daln Peredalaln tentalng Sengketal Talnalh 

Halk Milik Perspektif UUPAl No.5 Talhun 1960 daln 

Hukum Islalm 

 

Talbel 1 Persalmalaln daln Peredalaln tentalng Sengketal 

Talna lh Halk Milik Perspektif UUPAl No.5 Talhun 1960 

daln Hukum Islalm tentalng Sengketal Talnalh Halk Milik 

NO  Persalmalaln Perbedalaln 

1 Hukum 

menurut 

UUPAl 

No.5 

Talhun 

1960 

Di dallalm 

UUPAl No. 5 

Ta lhun 1960 

telalh melalralng 

pengalmbilaln 

talna lh halk 

milik oralng 

lalin, daln hall 

tersebut dalpalt 

dihukum 

secalral 

perdaltal,berupal 

pengemballialn 

ha lk 

kepemilikaln 

talna lh kepalda l 

pemenalng 

perkalral,daln 

ba lgi pelalku 

peralmpalsaln  

talna lh dalpalt 

jugal dialncalm 

Di dallalm 

UUPAl ha lkim 

memiliki 

wewenalng 

untuk 

menjaltuhkaln 

hukumaln,da llalm 

ka lsus ini pelalku 

pengalmbilaln 

talna lh halk milik 

oralng lalin dalpalt 

dikenalka ln 

salnksi perdaltal 

da ln jugal salnksi 

pidalnal. 
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dengaln 

hukumaln 

pidalnal berupal 

hukumaln 

penjalrall,dalpa lt 

dijeralt dengaln 

perkalral 

pemallsualn 

suralt talna lh. 

2 Hukum 

Islalm 

Di dallalm 

hukum Islalm 

dilalra lng 

melalkukaln 

perbualta ln 

pengalmbilaln 

ha lk milik 

oralng 

lalin,dallalm  

Islalm 

pengalmbilaln 

ha lk milik 

oralng lalin 

disebut 

gha lsalb,daln di 

da llalm hukum 

Islalm balgi 

pelalku Ghalsalb 

bisal dikenalkaln 

salnksi berupal 

ga lnti rugi halrtal 

Di dallalm 

Malzhalb 

Ha lnalfiyalh 

Mallikiyal pelalku 

Ghalsalb 

dihukum 

dengaln calral 

menggalnti rugi 

sesuali dengaln 

kerugialn yalng 

di allalmi oleh 

korbaln, jaldi 

pelalku 

dihalruskaln 

menggalnti 

kerugialn sesuali 

dengaln alpa l 

ya lng telalh 

merekal 

Ghalsalb,da ln di 

da llalm malzhalb 
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ya lng telalh di 

a lmbil tersebut 

da ln dalpalt jugal 

di salnksi 

berupal 

pengemballialn 

ha lrtal ya lng 

dialmbil oleh 

pelalku ghalsalb 

tersebut. 

 

Sya lfi’i daln 

malzhalb Ha lnballi  

a lpalbilal yalng 

Ghalsalb talna lh 

lallu telalh di 

dirikaln 

ba lngunaln malka l 

pemilik talna lh 

boleh memintal 

ga lnti rugi sewal 

talna lh saljal 

kepalda l pelalku 

Ghalsalb,a ltalu 

pemilik talna lh 

bisal memiliki 

ba lngunaln 

tersebut dengaln 

calra l 

menggalntinyal 

dengaln ualng. 

 

Sumber diolalh oleh peneliti,18 Mei 2023 
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BAlB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Setelalh penulis selesali mengalnallisal putusaln halkim 

menurut Persepktif UUPAl No.5 talhun 1960 daln Hukum Islalm 

mengenali Sengketal Talnalh Halk Milik malkal dallalm balb ini 

penyusun menyimpulkaln balhwal : 

1. Alnallisis Putusaln Halkim mengenali Sengketal Talnalh Halk 

Milik Persepktif UUPAl No.5 Talhun 1960 daln Hukum 

Islalm sebalgali berikut: 

Didallalm hukum Islalm peralmpalsaln talnalh milik oralng 

lalin disebut dengaln Ghalsalb hall tersebut salngaltlalh dilalralng 

dallalm hukum Islalm daln ulalmal malzhalb di dallalm malzhalb 

Halnalfiyalh Mallikiyal pelalku Ghalsalb dihukum dengaln calral 

menggalnti rugi sesuali dengaln kerugialn yalng di allalmi oleh 

korbaln.  

2. Persalmalaln daln Perbedalaln putusaln Halkim Mengenali 

Sengketal Talnalh Halk Milik Persepktif UUPAl No.5 Talhun 

1960 daln Hukum Islalm sebalgali berikut :  

Persalmalaln alntalral UUPAl daln hukum Islalm paldal 

UUPAl No. 5 Talhun 1960 telalh melalralng pengalmbilaln talnalh 

halk milik oralng lalin, daln hall tersebut dalpalt dihukum secalral 

perdaltal,berupal pengemballialn halk kepemilikaln talnalh kepaldal 

pemenalng perkalral,daln balgi pelalku peralmpalsaln  talnalh dalpalt 

jugal dialncalm dengaln hukumaln pidalnal berupal hukumaln 

penjalral dalpalt dijeralt dengaln perkalral pemallsualn suralt talnalh. 
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B. Salraln  

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan: 

1. Tindalkaln pengalmbilaln talnalh halk milik oralng lalin ini halrus 

dihentikaln kalrenal kalsus sengketal talnalh seperti ini sudalh 

salngalt sering terjaldi dikallalngaln malsyalralkalt luals daln halrus 

aldalnyal penegalkkaln hukum secalral tegals dalri Pemerintalh 

seperti membualt saltu hukum salja.l  

2. Di dallalm mengurus malsallalh sengketal talnalh seperti dengaln 

menggunalkaln saltu hukum saljal seperti KUHP oralng alkaln 

dihukum pidalnal jikal melalkukaln tindalkaln pengalmbilaln 

talnalh halk milik oralng lalin daln sidalngnyal jugal halnyal di 

siding kalsus pidalnal saljal, talnpal halrus melalkukaln siding 

perdaltal sehinggal kalsus sengketal talnalh cepalt terselesalikaln 

daln kesaln betele-tele nyal hilalng,daln ralkyalt pun tidalk alkaln 

balnyalk menghalbiskaln walktu, ualng daln fikiraln dallalm 

menyelesalikaln kalsus sengketal talnalh ini. 
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